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ABSTRAK
Nama : Jason Fredrick Siregar
Program Studi : lmu Hukam

Fudul : Tanggung Jawab Dircksi Bank Atas Kerugian Bank Akibat Kredit
Macet

Tesis inl membahas mengenai tanggung jawab direksi baok sebagai pengurus atas
usaha bank, khususnya dalam hal penyaluran kredit perbankan, Perbankan memilild
peranan  penting dalam  pembangunan perekonomian nasional, Peranan yang
dimaksud yaitu sebagai penghimpun dana dan pengalokasian dana yang digunakan
untuk menjalankan roda perekonomian baik secara mikro maupun makro, Berkaitan
dengan perannya ini perbankan juga mengalami masalah yang menuntut perbatian
besar agar perbankan dapat menjalankan perannya dengan baik. Masalah terbesar
yang dihadapi oleh perbankan adalah kredit, masalah fersebut berfambsh rumit
sojalan dengan seringnva debitue-debitur bank mengalami keedit macet {Insofven).
Masalah ini sangatiah serius untuk diperhatikan, karena kredit macet meropakan salah
satu faktor ulama yang mempengarubi kondisi perekonomian bark, bahkan terkadang
menjadi fakior utama dilikuidasinya sebuah bank. Oleb karena itu, bank sebagai mos?
reguiated Inuustry, sangat ketat dalam mengatur usaha bank, khususnva mengenai
penyaluran kredit bank. Dalam penyaluran kredit bank tersebut, bank dituntut untuk
selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang benar, walaupun
terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama. Telapt disisi lain, bank juga
diharapkan nntok dapat cepat dalam melakokan pertumbuhan ekonomi bank. Hal ini
tentu saja menjadi suatu dilema bagi direkst bank, sebab direksi sebagai pengurus
harian bapk, selain harus berhati-hatl dalam menyalurkan kredii, tetapd di sisl Jain,
direksi juga dituntut untuk mengambil langkab dengan cepat dan tepat dalam
memnvibubkan perekonomian bank. Bank Indonesia sehagal pengawas serts regulator
perbankan Indonesia, juga dituntul unfuk selalu mengawasi serta mengatur usaha
perbankan serta seluruh tindakan pengurss bapk dalam hal ini direksi sebagai
pengurus harian, khususnva dalam hal penyaluran kredit bank. Penelitian ini adalah
penelitian yundis normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa regulator sebagai
pencipla peraturan, diharapkan untok teros memperketat peraturan perbankan
Indonesia, khusunya dalam ugaha bank menvalurkan kredit; direksi bank diharapkan
menerapkan (Good Corporate (rovernance dengan baik dan benar agar terhindar dari
tanggung jawab atas kerugian bank akibat kredit yang disalurkannya kepada debitur,
dimana dikemudian hari debitur tersebut mengalami kredit macet,

Katn kunci

Tanggung jawab direksi bank.
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ABSTRACT

Name . dason Fredrick Siregar
Study Program : Study of Law
Title : The Board of Bank Responsibility in Credit Loss Caused by Insolvent

This thesis will discuss the Board of Bank Responsibility as the managing committes in
the banking industry, specifically in the credit distribution. Banking has an important role
i the national economic development, that is to accumulate and allocate fund used to run
the micre and macro economy. In carrying out the role, banking experienced probiems.
The biggest probiem faced is credit. This problem becomes even complicated with lots of
discharge labilities (insolvent) happened in banking. And it will turn into a serious
matter since insolvent can affect the economics affair in banking. Moreover insolvent can
also be the main factor of bank liquidation, For this reason, banking as the most regulated
industry, needs to strictly control the business, especially in its credit. In distributing
credits, banking ought 1o be very cautions and correctly implement the right management
risk Such action necds & long time to carry out, but at the same time banking has to move
fast in their economic growth, This is a dilemmatic situation for the board of director.
Bank of Indonesia as the comptroller and regulator in banking, needs to regularly controls
and regulates the banking business and every action taken by the management especially
in credit distribution. This research is a juridical normative pattern research. The resulf of
the research will suggest Bank of Indonesi, as the one that constitute the regulation, to
strictly implement the banking regulation in Indonesia, especially in distributing banking
credits, The board of direetor needs to correcily enforce the Good Corporate Governance
to avoid the responsibility of loss caused by insolvent.

Key words:
Board of Bank Responsibility
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merupakan suatu kenyatean di selwruh dunis bahwa industri perbankan
metupakan suatu cabang industri yang paling banyak diatuwr oleh pemeriniah
apabila dibandingkan dengan cabang-cabang industri lsinnya, oleh karena itu
industri perbankan disebut sebapai “Regidated Business’”. Hal tersebut
dikarenakan kegiatan usaha perbankan lebih banyak bergantung pada dans
masyarakat yang memerlukan kepastian kcamanannyn dibandingkan dengan
modal sendiri.

Khusus dalam rangka pembangunan Iidonesia perbankan Indonesia diberi
peranan yang sirategis oleh Undang-undang Perbankan sebagai salah satu serana
dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dard trilogi
pembangunan, yailu pemerdtaan pembangunan, pertumbuban ckonomi, dan
stabilitas nasional. Peranan itu ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-amdang No, 10
tahun 1998, yang berbunyi sebagai berikut

“Perbankan Indonesia bertujusn menunjang pelaksanaan pembangunan
nasional dalam rangka meningkatikan pemerstaan, pertumbuban ekonomi, dan
stabilitas nasional ke arah peningkatan kescighioraan rakyat banyak.”

Definisi dari bank sendiri, dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998
didasarkan pada persepsi mengenai funsi bank. Definisi bank menurut Pasal 1

ayat (2) Undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut -*

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun denas darl masyarakat
dalam bentuk simpanan, dan menyalutkannya kepada masyarakat
datam bentuk  kredit dan atau  bentuk-bentuk lainnya dalam
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

"Indonesia. Undang-umdang No 10 tahun {998 tentang Perbankan, LN No. 31 talwn 1998, TEN. No.
3790.
? tbid
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Pada Undang-Undang No. 7 tahun 1992 fentang Perbankan, babwa bank
memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal
terschut tertuang pada Pasal 3 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yang berisi :°

“Fungsi utarna perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan
penyalur dana masyarakat”

Oleh karena itu, bank dilmrapkan dapat menjalankan bisnisnya secam
profesional, dan menerapkan suatu prinsip kehati-hatian (rudential mreasure).
Prinsip int merupakan satu prinsip yaog penting yang harus sealu dipegang dan
diterapkan oleh pihak back terutama dalam kaitannys dengan masalah
penyaluran kredit. Saat ini, kegiatan pemberian kredit perbankan di Indonesia,
baik oleh bank umum ataupun bank perkreditan rakyat, masih merupakan sumber
pendapatan utama bank. Bentuk pendapatan bank yang diperoleh dari pemberian
kredit itu adalah berupa bunga, Ofeh karena itn, maka pendapatan yang demikian
itu disebut inferest inconze. Sclatn bank memperoleh pendapatan interest incore,
bank juga memperoleh pendapatan berupa nor-interest incoms, yaitu pendapatan
yang berupa fee yang hukan berasal dari pemberian kredit, Misalnya, pendapatan
yang berasal dari pengiriman ugng pengeluaran surat keterangan bank, penerbitan
bank garansi (bank guaranitee), pembukaan leiter of credit (L/C), menyewakan
safe deposit box, dan sebagainya.

Pengertian kyedit menurut Undang-undang No. 10 thun 1998 tentang
Perbankan yang merupakan perubahan atas Usdang-Undang No. 7 tahun 1992
fentang Perbankan, sebagaunana tertuang dalam Pasal 1 angka 11, adalah sebagai
berikut

“Kredit penyediasn uang ataw fagiban yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau  kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak
peminjam untuk melunast utangnya setelah jangka waktu tertentn
dengan jumlah bunga,™

3 thid
5 thid
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Pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi
ini pula yang scringkall menjadi penyebab bangkrutnya suatu bank. Krisis
perbankan yang melanda asia pada tabun 1997, mengajarkan kita tentang hal
tersebut. Pemberian kredit memang merupakan kegiatan yang beresiko tinggi.
Karena itu, bank harus mampu menganalisis dan memprediksi suatu permohonan
kredit untuk dapat meminimalkan fdsiko yang terkandung di dalam penyaluran
kredit tersebut. Informast tentang calon nasabah debitur merupakan faktor krusial
dalam menentukan tingkat risiko yang akan dibadapi bank.*

Risiko yang dimaksud dalam hal pembenan kredit tersebut, yaitu saat dimana
terjadinya wanprestasi atau cidera janji dalam perjanjian kredit yang dapat berupa
keterlambatan pembayaran atau kredit macet. Kredit macet pada dasarnya adalah
gagalnya nasabal/ debifur untuk menyelesaikan kewaiibannva uniuk membayar
pokok pinjaman serta bunganya sesual dengan perjanjian kredit yang telah
disepakati antara debitur dengan kreditur. Tidak sedikit bank yang mengalami
kesulitan dalam menangani kasus kredit macet, karena tidak cermat dalam
meneliti aspek bukum dan pilai harte yang dijadikan jaminan kredit oleh debitur.
Hal tersebut tentu akan mengganggu Kesehaton dard sustu bank, karena uang
yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit, adalah modal
bank yang didapat dari penghimpunan dana masyarakat, baik dalam bentuk
tabungan, deposito, saham, dan sebagainya. Selanjutnya mengenai risiko
perkreditan, vaitu behwa dengan adanya kredit macet maka disamping bank tidak
memperoleh pendapatan bunga juga bank rugi karena =

1) Jumlah tagihan kredit harus dikompensasikan dengan modal sehingga

modal berkurang bahkan mungkin habis yang mengakibatkan bank
melanpgar ketentuan Capital Adeguacy Ratio yang menurut Peraturan
Internasional dari Basel Committee yang diadopsi Bank Indonesia paling
sedikit harus 8%.

2) Bilamana modal Bank cukup kuat mmaka bank terpaksa harus mengadakan

pencadangan. Pencadangan ini jelas langsung berpengaruh terhadap

Y Zulkarngin Siternsd, é’mbfemmiéa Perbarnkan, {Bandung © Books Terracediibrary, 20855 hal, 186
* Gunarte Sehardi, Kisiko Dolum Pemberian Kredit Perbankan, 2006 dalam Jurnst Hokum Projustitia
Vol 24 No. 1 Tahon 2006, Hal. 99
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besaran foanable fundy yakni dana vang dapal ditempetkan dan
menghasilkan bagi bank.

Risiko macet pada kredit perbankan memang sudah inherent atau sudah
melekat pada sifat usaha perbankan dimanapun karena sebab-sebab pokok
sebagai berikut ¢’

1} Bank dalam memberikan fasilitas kredit maka bank berurusan dengan
penghitungen bagi masa depan, Jadi terdapat sustu gap atau wakin
pemisah antara kejadian saat ini yakni kejadian pencairan dana bank dan
kejadian pelunasan yang jangka wakiunya ditetapkan dalam perjanjian
perdata yang dibuat bank dengan debitumya. Bagaimanapun baiknya
perhilungan oleh pejabat bank akan tetap saja sernuanya berupa ramalan,
Kejadian yang akan dafang yang tidak menentu itu tidsklah sepenuhnya
berada dalam kontrol atan pengendalian pejabat bank.

2) Barang yang dipinjamkan berupa vang yang dapat dipaka, habis oleh
peminjam, Uang di zaman sekarang ini makin bersifat maya atau virtual
vang lalu linlas pergerakkannya tidak kasat mata, Uang dalam jumiah
besar tidak jagi berupa lembaran-lembaran usng kertas akan tetap? berupa
tagihan-tagihan dalam rekening atas naméa para nusabah bank. Namun
bagaimanapun harus diusahakan bahwa pada akhir jangka walktu debitor
harus menvediakan wang balk tunai maupun tagiban dalam rekening
kepada bank sebagai pelunasan hutangnya.

3} Usaha dalam bidang perbankan melalui pemberian kredit adalah usaha
dagang bissa sebagaimana usaha dagang lainnya skan menghadapi risiko
rugi  atauw  kemungkinan akan memperoleh keuntungan. Barang
dagangannya yakoi uang sebagaimana barang dagangan lainnva juga
menghadapi nisiko hilang atan berkurang dalam proses perdagangan
tersebut. Untuk ttulah diperiukan asuransi yang dalam hal ini berbentuk
Jjaminar: disertai pengenaan bunga sebagai tindakan pengamanan techadap

barang dagangan tersebut.

? pbid, hal. 99100
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Kenyataan diatas menggambarkan bahwa kredit adalab sumber pendapatan
bank (bunga) yang terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi
bisnis yang terbesar. Kredit macet dan kredit bermasalah menjadi duri dalam
daging operasi bank. Kredit macet bukan saja menggerogoti jumlah dana
operasional dan likuiditas keuangan bank, yang sebagai kelanjutannya akan
menggoyahkan kedudukan dana yang didepositokan oleh para deposan.®

Risiko kradit macet dan bermasalah dapat diperkecil dengan melakukan
analisa kredit. Anlisa kredit vang dilaksanakan secara profesional dapat berperan
sebagai saringan pertama dalam usahs bapk menangka! bahays kredit macet atau
bermasalah.”

Dari penjelasan mengenal risiko kredit diatas, dapat kita lihat, babwa risiko
kredit bergantung kepada pengurus bank dalam hal ini direksi, dalam
menjalankan kegiatan usahanya yaitu pemberian kredit kepada debiiur, secara
jujur dan berbati-hati. Dilema kembali muncul, sebab saat dimaaa bank banyak
bergantung pada usaha pemberian kredit scbagal inferest income, dengan
perhitungan akan sesuatu hasil yang belum pasti di masa depan, direksi juga
dapat menjadikan perhitungan vang belum pasti tersebut untuk melakukan suatu
perbuatan curang, yaitu antara lain Plercing The Coporate veil.

Semenjak lahirya Undang-undang No, 7 tahun 1992, maka status bank adalah
badan hukum vang berbentuk Persercan Terbatas. Dengan demikian, maka
pengelola bask maupun pengurus Persercan Terbafas tunduk pada Undang-
undang Ne. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga kewenangan
direksi bank sebagai pengurus suafu Perseroan Terbatas pun harus berdasar pada
ketentuan vang terdapat pada Undang-undang Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, definisi dari Direksi, yaitu:"®

“Dircksi adalah Organ Perseroan vang berwenang dan bertunggung
jawab penuh afas pengurusan Perseroan unfuk  kepentingan
Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroun serfa

! Yunus Husain dan Zulkarnain Sitompul. Hukum Perbanken {. (Jakarta : Universitas Indonesia,
2000

® thid

¥ fdonesia. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. LN Ne. 106 tahun 2607,
TLN. No. 4736

Universitas Indonesia
Tanggung Jawab..., Jason Fredrick Siregar, FH Ul, 2009



mewakili Perseroan, batk di dalam maupun di luar pengadilan sesual
dengan ketenduan anggaran dasar.”™

Sedangkan dalam Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU No. 40 tabun 2007, dimuat
mengenal tugas serta kewenangan daripada direksi Perseroan Terbatas, yaitu

(1) “Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan
dan sesuai dengan maksud dan tujpan Perseroan.”

{2) “Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesual dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas
yang ditentokan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar,”

Tugss den kewenangan dari dircksi Perseroan Terbatas yang distur pada
Undang-undang No. 40 ishun 2007, menjadi suatu peraturan bagi direksi bank
sebhagai suatu Perseroan Terbalas dalam menjalankan kegiatan usshanya, yaito
salah satunya penyaluran kredit perbankan.

Dalam kasus-kasus kredit bermasalah, pengaruh direksi dalam pelaksanaan
pemberian kredit terbukti sangat domipap. Dircksi seriag kali melanggar
berbagai ketentuan seperti melanggar ketentuan batas maksimal pemberian kredit
yvang kemudian mengakibatkan munculpya kredit bermasalah yang akhirpya
merugikan bank dan kepentingan-kepentingan ferkait. Salah satu contohnya
dapax kita lihat pada kasus Bank Mandin, dimana 3 mantan direkst Baok Mandir
dipersangkakan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit
kepada PT. Cipia Uraha Nusantars, dimana perusshaan terscbut akhimya
mengalami kredit macst dan merugikan pegara kurang lebih Rp. 160 nuliar,
permasalahan seperti indlah yang sering kali membuat kondisi perbankan merndadi
tidak sehat."!

Perihal inilah yang menadi permasalahan bagi dunia perbankan, apakah
setiap direksi dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perhitungan
masa depan yang tidak pasti, yang mengakibatkan suata kerugian pada PT. Bank,
dalam hal menjalarkan usahanva sebapai penyalur kredit perbankan kepada
masyarakat,

Selain itu juga masalah terscbut diatas, menimbulkan keraguan ates
efektivitas pridemtial regulation den pengawasan. Indikator tentang kekuatan

* Amtonius Sujata, “Pelgjoren Berharga dori Kasuy Bank Mandiri”, Suara Pembaruan (13 Maret
2006) : 8.
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pengawasan, pernberlakuan ratio kecukupan modal yang ketat tidak secara tegas
memperiihatken kaitan dengan kineria bank dan stabililas sistem keuangan
Sebaliknya pengawasan yang intensif senng kali berkaitan dengan korupsi dan
praktilk-prakiik yang tidak terpuil lainnya. Keteninan keterbukasan (runsine
regulation}y yang memaksa dilakukannya fransparansi informasi dipandang
merupakan alternatif pendekatan untuk membentuk perbankan yang sehat,
Sistem perbankan akan berjalan baik apabila disiplin pasar {(market discipline)
diterapkan.'? Efektivitas pengawasan ini tentunya bergantung pada kinerja atau
peranan dari Bank Indonesia sebagai pengawas dan satah satu regulator melatut
Peraturan Bank fudonesia (PBI) bagi bank-bank yang berstatus badan hukum
Persercan Terbatas di Indonesia, dalamm menjalankan kegiatan usahanya,
khususnyva menvalurkan kredit perbankan kepada masyarakat,

B. Rumusan Masalgh
Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan diatas,
maka yang menjadi pokok permasalahan pada penulisan ini adalah ¢

1. Apskah Undapg-undang Perbankan dalam mengatr  pelaksansan
penyaluran kredit perbankan sehagal bentuk “most regulated industry”
menjadi pendokung atau penghambat bagi kegiatan nsaha perbankan?

2. DBagaimana tanggung jawab direksi atas penvelesaian kredit bermasalah
atau kredit macet, yang menimbulkan kerugian pada bank scbagai

Perseroan Terbatas?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka penulisan ind bertuivan :

1. Uniuk mengetabul apskah Undang-undang Perbankan dalam mesgatur
pelaksanaan peoyaluran Kredit perbankan sebagai bentuk “most reguioted
industry” menjadi pendukung atau penghambat bagi kegiatan usaha
perbankan,

' Zulkarmain Sitompul. Industri Perbunkan dan Ikdim Invesiasi - 2007, Hal. 5. (www. Legalitas,org)
terakhdr dizkses 19 April 2008,
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2. Untuk mengetabui sejauh mana tanggeng jawab direkst atag penyelesatan
kredit bermasalah atau kredit macet, yang menimbulkan kerugian pada
bank sebagai Perseroan Terbatas.

D. Metode Penelitian
Untuk mengungkapkan kebenaran dalam suatu penelitian fimiah, diperiukan
metode penelitian tertentu. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang
berkaitan dengan analitis dan konstruksi yang dilakukan sesual metode atau cara
tertentu. Sisternatis berarti berdasarkan sistem, sedangkan konsistensi berarti
tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam seatn kemngka tertentu. Dalam hal
ini penelitian merupakan sustu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
baik dari segi teoritis maupun prakiis. ¥ Dalam peneliion ini penulis
seenggunakan ¢
I. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yvang akan digunakan adalab penelittan hukum
normatif vaitu mengkall suate penelitian yang obicknya adalab nomna,
kaidah, dan aturan hukom untuk diksji kualitasnye. Dengan menggunakan
pendekatan ©

8. Azas-azas hukum/ gjaran/ dokinn hukum yang mengecu pada para
ahii dun azas-azas hukum atay dokirin yang telah ada.

b. Pendekatan sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu mepgacu pada
peraturan perundang-undangan lain yang lebih finggi atau peraturan
sejenis mengenal Perbankan,

2. Tekaik pengumpulan data
Dalam penelitian inf teknik pengumpulan data vang sksn digunakan
adalah penelitian kepustaksan yang mengpgunakan date sekunder, yaito
data yang sudah fersedia, dimana data tersebut tidak dibatasi tempat,
ruang, dan waktu. Dengan bahan hukum, yaitu :
& Bahan hukum primer

B Suerjono Sockanto, Pengantar Penelition Hukum. { Jakarta : Ul Press, 1994) Hal, 42
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Yaitu baban-bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan
perundang-undangan yang berlake berhubungan dengan Perbankan.
b. Bahan hukum sekunder

Yaitu bshan-baban yang memberikan penjelasan mengenai bahan

hukum primer, yang terdini dari ¢

1} Hasil-hasil penclitian hukum yang telah ada sebelumnya yang
berkaitan dengan Perbankan.

2) Bahan kepustakaan berupa buku-buku tentang hukum yang dapat
mendukung penulisan,

3} Artikel dari mediz massa, termasuk ulasen dalam majalah  atau
jurnal hukum yang berbubungan dengan masalsh yang berkaitan
dengan Perbankan.

4} Bahan hukum dard internet yang berbubungan dengan Perbankan.

¢. Data holoaim tersier

Yartu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan selounder seperii kamus, ensiklopedia, dan

lain-lain.

Selain itu, penulis joge menggunskan teknik pengumpulan datsz dengan

menggunakan dua jenis alat pengumpulan data, vaitu:

1. Studi dokumen atan bahan pustaka yaitu sustu alst pengumpulan data
yang dilakukan meialui dala tertulis, dengan cara menelagh bacaan yang
memiliki hubungan dengan permasalaban di bidang perbankan, vakni
mengumpulkan data sekunder dengan mempelajari ketentuan peraturan
perundang-undangan, buku-buky, kamus-kamus, karangan-karangan
ilmiah, dan juroal-jurnal;'®

2. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan wawancars langsung dengan
informan yang berfungsi untuk membuat deskripsi dar/ atau eksplorasi,®

dalam hal mi penulis melakukan wawancara dengan pibak terkait vaito

¥ Ihid hal 21
' Ibid, hal. 25
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pejabat pada PT. Bank Negara Indonesia dengan menggunakan teknik
wawancara tidak berencana.'®

Data vang diperoleh dalam penelitien ini diolah dan disnalisis dengan
menggunakan pendekatan koalitatif. Sclanjuinys peneliian ini disusun sccara
deskriptif analitis sehingga dapal membantu mencad jawsban dar rumusn
permasalahan pada penulisan ind,

Adapun pengambilan kesimpulan dilakukan secara dedukfif terhadap
masalah-masalah konkrit vang dihadapi dalam tanggung jawab direksi bank atag
kerugian bank akibat kredit macet.

E. Kerangka Tecritis dan Konseptual

Dari wakiu ke waktu perusahasn-perusahaan memerinkan dana tambaban
untuk beroperasi, dan sumber dana tersebut antara lain dibarapkan dari kredit
bank. Sehelun scbuah bank mevetujul permotionan calon nasabah debitur untuk
mendapatkan fastiifas kredit, petuges bank akan menganalisis calon nasabah
debitur untuk menenfukan kemauan dan kemampuan calon nasabah debitur
tersebut untuk membavar kembali fasilitas kredit yang skan dinikmatinya.
Dengan kata lain, bank dengan analisispya menentukan kadar creditworthiness
dari calon nasabah debitur

Seperti dikemukakan oleh Roger H. Hale bahwa bank pada dewasa ini akan
berbuat scbaik-baiknya untuk tidak bertumpu kepada perasaan-perasaan
emosionalnya, seperti harapan-harapan dan kekhawatirap-kekhawatiran, tetapi
bertumpu pada kepada pendapat-pendapat yang didasarkan kepada studi yang
mendalam  mengenal  kekuatan-kekuatan dan  kelemahan-kelemahan  calon
nasabah debitur,”’

Oleh karenma itu, direksi bank diharapkan selalu mencrapkan prinsip
prudential measyre atan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit perbankan

' Burhan Ashshofa, Metode Penelition Hukum, (Jakarta : Ringka Cipta, 20607), him. 96
"7 Sutan Remy Sjmhdeini, Kebebasan Berkonrk daw Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak
dalam Perjanjian Kredit Bank of Indonesia. (Jakerta ; Institut Bankir Indonesia, 1993), Hal. 176
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yang dilakukannya, dengan menerapkan analisis kredit melalui 5 C’s of Credit,
yaitu 18

Wewenang untuk meminjam (Competence to borrowy;,

Watak pemilik perusaaan (Character) ;

Kondisi harta operasional persahaan (Capital);

Jenis dan nilai jaminan yang ada (Collateral),

LI T

Perkembangan ekonomi dan scktor uwsaha perusahaan debitur
{Condition of economy and sektor of business).

Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tefjadinya kredit bermasalah atau
macet. Kredit bermasalah atau macet, merupakan sumber masalah utama bagi
kesehatan perbankan serta kesulitan likuiditas yang dialami oleh bank, dan tidak
jarang mengakibatkan bank dilikuidasi atau beku operasi atau beku kegiatan
usaha. Pada tahun 2004 pemerintah mencabut 50 ijin usaha bank beku operasi
(BBO) atau bank beku kegiatan usaha (BBKU)."

Permasalahan tersebut diatas dikarenakan perhitungan yang tidak pasti atas
suatu risiko kredit perbankan yang disalurkan oleh bank. Tetapi apakah alasan
tersebut akan menjadi suatu “perisai” bagi direksi untuk membebaskan dirinya
dari tanggung jawab, jika ia melakukan kecurangan jabatan dalam menyalurkan
kredit perba.nka.n pada bank yang dipimpinnya, schingga menimbulkan Piercing
The Corporate Veil.

Selama perseroan dijalankan sebagaimana mestinya, dan para organ
perseroan melakukan tugasnya masing-masing dengan penuh tanggung jawab,
maka tidak ada yang dapat dipermasalahkan. Namun persoalan mulai timbul
manakala perusahaan menjadi aitar ego dari para organ persercannya, dengan
kata lain, perseroan hanyalah perpanjangan tangan dari kepentingan pribadi
organ tersebut. Pada penerapannya doktrin Piercing The Corporate Veil dapat
digunakan untuk menuntut pertanggung jawaban pribadi dari direksi atas
perbuatannya yang bertentangan dengan fiduciary duty-nya, sehingga

menimbulkan kerugian kepada perseroan.20

'® Yunus Husain dan Zulkarnain Sitorapul., Op. Cit
1 Zulkarnain Sitompul., Op. Cit. Hal. 320
% Hendra Setiawan Boen. Bianglala Business fudement rufe. (Jakarta: PT. Tatanusa. 2008) hal. 92-93
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Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, direksi harus bertolak dari
landasan bahwa tugas dan wewenang yang diperolehnys didasarkan pada dua
pringip, vyaitu pertama kepercayasan vang diberikan persercan kepadanya
{fiduciary duty), vang kedua, prinsip yang merajuk pada kesmampuan dan kehati-
hatian tindakan direksi.”

Kedua prinsip tersebut menuntut direkst untuk bertindak secara hati-hati dan
disertai itikad baik, semats.-mata untuk kepentingan dan fujuan perseroan.
Pelanggaran terhadap kedua prinsip tersebut membawa konsekuensi yang berat
bagi direksi karena hal tersebut menyebabkan direksi dapat dimintakan
pertanggung jawaban pribadi atas tindakannya yang merugikan perseroan, dalam
menjaiankan tugas kepengurusannya, direksi harus sepantiasa berfindak deppan
fikad baik, dan memperhatikan kepentigan persercan bukan kepentingan dan
pemegang saham semata-mata, Munir Fuady berpendapat mengenai fiduciary
duty sebagai berikut :2

“yang dimaksud dengean fiduciary duty dari seorang diceksi adalah
tugas yang terbit secara hukum (by the operation of faw) dari suatu
hubungan  fiduciary amtara  direksi  dan  perseroan  yang
dipimpinnya yang menyebabkan direks: berkedudukan sebagai trustee
sehingea seorang direksi harus mempunyai kepedulian (duty of care),
kemampuan (s&i/]), itikad baik {(good faith), loyalitas (loyalty), dan
kejnjuran terhadap persecoannya.”

Adapun jelas bahwa bank sebapai suatu badan hukum sebagai suafo subjek
hukum yang mandir, suatu legal esiity, diwakili olch para pengurusaye, atau
dengan perkataan laio pengurus berwenang mewakili badan hukum. Dalam hal
yang melakukan perbuatan melanggar hulum ataupun perbuatan curang itu
adalah swatn badan hukum, muaka disini yang dihadapi adalah suam organisasi
yang kompleks, yattu sekelompok orang vang terkait dalam suatu sistem kerja
terterstu. D1 sint Gimbul pertanyaan, siapa di antara orang-orang itu yang berhak

mewakili, serta bertindak untuk dan atas nama badan hukum itu, dan siapa yang

* Yhrd hal. 93-94
2% 1oid, hat. 9596
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memikul tanggung jawab.? Dengan menyingkap tabir perseroan maka dapat
dikatakan bahwa tanggeng jawab direksi menjadi tidak terbatas, dalarn hal-hal
terientu. .

Dari pembahasan mengenai permasalahan usaha bank dalam menyalurkan
kredit perbapkan diatas dapat kita Hbat, bahwa industri perbankan merupakan
industri yang paling penting dalam tonggak perekonomian bangsa, tetapt disist
lain industri perbankan merupakan industri yang harus menerapkan secara penuh
prinsip kehati-hatian, sebab sehagian besar dari modal bank ialah dana nasabah.

Oleh kerena ity menurut Frank P dan Ricard D, Johnson, “Bank is the most
reguiated indusiry in the world”.* Industri perbankan sarat dengen batasan-
batasan, peraturan dan ketentuan yapg yang harus dipatubi oleh aparat bank,
Sepertl yang telah dikemukakan diatas, bahwa sumber utama permasalahian yang
sering terjadi pada kasus kredit macet dan bermasalab ialah kurang telitinys
anatisa kredit aitaupun kesenpajaan kecurangan dalam pelaksanaan perjanjian
kredit vang dilekukan oleh pengelola bank. Hal i membuat pemerintah haruslah
melakokan pengawasan soérta pengaturan terhadap usaha bank, khususaya pada
penvaluran kredit perbankan,

Dalam melakukan usahzanya khususnys dalam hal penyaluran kredit, direkst
bank sebagal pengurus bank harasiah menerapkan dengan baik prinsip darl Good
Corporate Governance ({3C0), Hal ini dikarenakan direksi bank bekena
berdasarkan fiduciary duty yang diberikan padanya oleh Rapat Umum Pemegang
Saham.?® Kesalahan pengumsan yang dilakukan oleh direksi dengan sengaja
dapat dimintakan perianggung jawaban pribadi kepada direksi.?® Tetapi jika
direksi telah menerapkan prinsip GCG dengan baik dan benar, maka prinsip
husiness fudgment rule dapat menjadi dasar bagi direksi untuk membebaskan
dirinya dari pertanggung jawaban pribadi. Prinsip business judgment rule
memandang keputusan direksi yang diambil merupakan keputugan vang tepat

B Chammarnasjid Als, Menyingkap Tabir Perseroon. (Bandung ; PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Hal.
158-159

* Widjanarto. Hukum don Ketentuan Perbankan di Indonesia. {fakasta - PT. Pustaka Utanm Grafiti,
2067} Hat. 50

** Libat Pasal 92 ULUPT

* Lihat Pasal 97 UUPT
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dan melalui pertimbangan bisnis vang teapt pula pada sast pengambilan
keputusan u, tetapi jika di kemudian hari bank mengalami kerugian karena
keputusan tersebut, hal tersebut dipandang sebagai risiko bisnis, dan tidak dapat
dimintakan pertanggung jawaban kepada direksi.

Black’s law dictionpary memberi definisi business judgment rule sebagai
berikut:?’

"The presumption thal in making business decesions net involving
direct self imerest or self dealing, corporare directors act on an
informed babsis, in good faith, and in the honest belief that theri
actios are in the corporations best interest. The rule shields divectors
and officers from liability for unprefitable or harmful corporaie
transactions if the transactions were mare in good faith, with due
care, and within the directors or officers authorithy. ”

Business Judpmeni Kule umbul sebagai akabat telah dilsksanskannya
Fiduciary duty oleh scorang diveksi, yaitu prinsip duty of skill and core, maka
sermua kerugian yang timbul pada perusahasn setelah dijalnkanuya prinsip duty of
skill and core ini, memperoleh konsekuensi direksi mendapat pembebasan
tanggung jawab secara pribadi bila terjadi kesalahan dala keputusannyz terssbut

yang mengakibatkan timbuinya kerugian pada perusahaan.

F. Sistematika Penulisan
Sistematika dari penulisan ini disusun dalam lima bab, yang dimana masing-

masing bab berisi tentang

BABI ; Pendahuluan, bab inl terdiri dari latar belakang, perumusan
permasalahan, tujuan penulisan, metode penelitian, kerangka

teoritis dan konseptual, dan sisiematika penulisan.

BABRH  Kredit Macet Pada Perbankan, bab int membahas mengenai
pengertian dan kredit macet dan penyebab darl timbulnya kredit
macet batk faktor internal ataupun fakior eksternal. Selaio itu, bab

*? Hendra Setiawan Roen, Up, i, bal 100
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BaB I

BABIV

BAB Y

i3

ini juga akan menjelaskan mengenai dampak dan pada timbulnys
kredit macet bagl kondisi perekonomian bank pemberi kredit. Bab
ini juga aken membahas mengenai pengawasan kredit vang
dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai penpawas dan kegiatan
perbankan di Indonesia.

: Pibak-pibak yasng Berfanggung jawab dalam Penvaluran

Kredit Bank, dalam bab Iif ini dijelaskan mengenai pihak-pihak
bank veng bertangpung jawab dafam hal penyaluran kredit, seria
bentuk tanggungjawab pihak-pihak vang terkait,

Tanggung Jawab Direksi Bank Dihubungksn Dengan
Penerapan Business Judgment Rule, bab ini akan menganalisis
peraturan perundang-undangan bagt usaha perkreditan dalam dunta
perbankan, dan tanggung jawab yuridis dari direksi bank atas
penyaluran  kredit dihubungkan dengan pengaturan mengenai

bussiness judgment rule.

: Penutup, dalam bab terakhir ini penulis akan membuat sebuah

kesimpulan serta mencoba memberikan saran bagi pihak-pihak

yang terkait dengan penulisan ini.
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BABII
KREDIT MACET PADA PERBANKAN

A. Tinpjauan Umum Mengenai Pemberian Kredit Bank.

Ketentuan mengenai bentuk perjanjian kredit tidak diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, artinya pepanjian kredit tidak ditentukan
harus dalam bentuk tertentu tetapi lebih pada kesepakatan para pihak.

Buku III KUHPerdata menganut asas “kebebasan™ berkontrak dalam hal
membuat perjanjian (beginsel der contractsvrijheid). Asas ini dapat disimpulkan
dari Pasal 1338 KUHPerdata yang menerangkan bahwa segala perjanjian yang
dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Scbenarnya yang dimaksud oleh Pasal tersebut, bahwa tiap
perjanjian “mengikat” kedua pihak dan orang dapat membuat perjanjian apa saja
asalkan tidak melangpar ketertiban vmum.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian tidak bernama, artinya perjanjian yang
tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdata sehingga keberadaannya adalah
berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Buku III
KUHPerdata.

A.l. Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu Credere yang berarti percaya
atau Credo atau Creditum yang berarti saya percaya. Dasar pengertian dari
istilah kredit adalah kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam
kegiatan perkreditan diantara para pihak sepenuhnya harus didasari oleh adanya
rasa saling percaya, bahwa yang memberikan kredit percaya penerima kredit
akan sanggup melunasi segala sesvatu yang telah diperjanjikan, baik
menyangkut jangka waktu, prestasi, dan kontra prestasinya

Menurul Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan vang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992
tentang Perbankan, memberikan pengertian kredit, sebagai berikut :

28 Multammad Djumhana, Hukum Perbankan di lndonesia. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
Hal. 356

16
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administrasi kredit ini meropakan keuntungan benk. Bagi bank vsng
berdasarkan prinsip syarish balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

A.2. Tuiuan Pemberianp Kredit
Pemberian kredit oleh perbankan menempali porsi terbesar dar kegiatan
usaha bank dalam penyaluran dana, yaitu 84,23% dari selunuh aktiva produkiif
perbankan, Aktiva prodktf adalsh penanaman dana bank dalam bentuk kredit,
surat berharga, penvertasn dan penanaman lainoya yaopg berfujuan uotuk

memperoleh penghasilan.®

Kredit yang diberikan oleh bank merupakan suatu pendapatan dari usaha
bank disamping jenis usaha yang lain. Pemberian kredit oleh bank kepada
debitur mempuonyai tujuan tertentu, yaity :

a.

Tuojuan umum

Sebagai sumber pembiayaan pembangunan nasional dan sebagai

sumber dana yang dapat disalurkan kepada masyarakat wnum untuk

digunakan dalam pembangunan nasional secara menyveluruh dalam

berbagai bidang kehidupan baik hukum, ekonomi, social, budaya,

melalui lembaga kenangan yang efisien dan dipercaya oleh masyarakat

serta makin dijangkau oleh setiap masyarakat di seluruh tanah air

dengan menciptakan iklim yang mendukung agar mampu meningkatkan

peran aktif masyarakat.

Tuwwan Khusus

1} Mencari keuntungan, yaitu bertujuan memperoleh hasil dari
pemberian kredit, terutama dalam benfuk bunga vang diteria oleh
bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang
dibebankan pada nasabah;

2} Untuk meningkatkan dan membantu usaha nassbah  yang
memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal
kerja. Bantuan dana tersebut diharapkan dapat mengembangkan dan

memperluas usaha debitur,

¥ Rasniie, Bank dan Lembaga Keuangan Lairnya. (Jakania : Raia Grafindo, 20013, Hal, 84,
* Heru Soepraptomo. Hak Tanggungan Sebagai Pengaman Kredit Perbankan. (Bandeng © Citra
Aditys Baky, 1996}, hal. 98
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3} Membantu pemeriniah, bagi pemenaiah semakin banyak kredit
vang disalurkan oleh pihak bank akan semakin baik, hal ini berarti
adanya peningkatan di berbagai sekior. Keuntungan pemerintah dari
pemberian kredit ini adalah, sektor penerimasn pajak  dari
keuntungan yang diperoleh nassbah bank, memberikan kesempatan
keria dalam bal kredit pengembangan usaha atau perluasan usaha
akan membuluhkan tenaga kerja, meningkatkan jumlah barang dan
jasa, menghemat devisa, serta meningkatkan devisa negara.

4) Manfaat lain bagi pemerintah dan masyarakat adalah penyaluran
kredit kepada dunia usaha secara makro ekonomi  dapat
meningkatkan  pertumbuban  ekonomi = Indonesia  dengan

meningkatnya sektor riel.

A3, Fungsi Kredit.

Dalam kehidupan perekonomian yang modem, bank memegang peranan

yang sangat penting. Oleh karena itu maka organisasi-organisasi bank selalu

diikutsertakan dalam menentukan kebijaksanaan moneter, pengawasan efek-efek,
dan lain-lain. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah
memberikan kredit, dan kredit yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh

vang sangat luas dalam segala bidang kehidupan, khususnya di bidang ekonomi.

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan
antara lain sebagai berikut A

a,
b.

Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang;
Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas wang;

Kredit dapat pula meningkatikan daya guna dan peredaran barang;
Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi;

Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha;

Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan,

Ad. Analisa Kredit Pada Peoyaluran Kredit Bank

* Thomas Suyatno, Dasgr-dasar Perkreditan, {Yakarta : PT. Gramedia, 1590). Hal. 14
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Pada hakekatnya bank mempunyai tugas pokok adalak meperima dans dan
menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Sumber utama
pendapatan bank adalah berasal dari bunga kredit. Dengan demikian
bagaimanapun juga bank hams menanih perhatian sepenuhnya terhadap segala
hal yang berkaitan dengan operasi perkreditan,

i satu sisi, pelepasan kredit berarii menghadapt kemungkinan-kemungkinan
tertimpa risiko dan di sisi lain pendapatan bank terutama berasal dari kegiatan
kredit. Oleh karena itu dalam rangka pemberian kredit, sebelum permohonan
kredit dikabulkan, bank haruslah melakukan analisa kredit, terutama menyangkut
hal-hal berikut :**

a. Keadaan intem bank

Keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah plafond kredit. Plafond

kredit yvang dimeksudkan disini adalah batas maksimum bagi bank dalam

memberikan  Jaedit, Seapdainya plafond kredit masih terbuka, maka
permohonan kredit dapat dipertimbangkan lebih lanjut.
b. Keadaan calon nasabah (peminjam}

Setelash bank memperhatikan  keadaan intermnya dan mampu  untek

menyediakan dana basi pemohon kredit, maka sebagai langkah selamjutnya

adalab mempertimbangkan permohonan  kreditnya. Hal-hal yeng perlu
dipertimbangkan/ diperhatikan atas permohonan kredit adalah  yang
menyangkut

»  Pnbadi peminjam;

- Harta bendanya;

- Usahanya;

- Kemampuan dan kesanggupan membayar kemabali pinjamannya.

Ukuran-ukuran yang dipskal untuk menentukan apakah suatu permohonan
kredit dapat dikabulkan atau tidak, dikenal adanya beberapa formulasi. Formulast

vang periama disebut "The 4P s of Credit Analysis”, yang terdin atag 33

? Mgs. Edy Putra Tie” Aman. Kredit Perbankan (suatu tinjavan yuridis), {Yogyakarta : PT. Liberty

Yogyakarta, 1986) hal. 10
£ Ihid hal 1)
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a. Personality

Personality di sini menyangkut kepribadian si peminjam (calon nasabah),

seperti riwayat hidup, keadaan kelvarpa, socigd standing, dan hal-hal lain

yang berhubungan dengan kepribadian calon nsabah.
b. Purpose

Hal ini menyangkut teatang maksud dan tujuan pemberian kvedit.
o. Payment

Kemampuan calon debitur natuk mengembalikan kreditnya.
d. Prospek

Yang dimaksudkan dengan prospek disini adalah harapan masa depan dari

vsaha st pemakai.

Formula lainnya yang juga dikenal dalam dunia perbankan, dan lebih lazim
serta sesuni dengan ketsntuan pada Urdang-undang No. 10 tgbun 1998 tentang
Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, adalah
"The 5C's of Credil Analysis ", yang terdiri atas :>°
& Character (kepribadian, watak)

Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon pasabah periu diperbatikan

sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya

dengan baik, vang timbul dari persefujuan kredit yang diadakan.
b. Capacity (kemampuan, kesanggupan)

Yang dimaksudkan dengan capaciiy adalah kemampuan calon nasabah dalam

mengembangkan dan mengendalikan usabhanya serta kesanggupannya dalam

mengguoakan fasilitas kredit yang diberikan.
¢. Capiral (modal, kekayaan)

Capitai adalah modal usaha dar calon nasabsh yang telah tersedia/ telah ada
sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan, struktur dan sifat permodalan
tersebul akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank vang akan
diberikan sebagal tambahan modal. Karena sifalnya hanyalah sebagal
penambah modal, meka kredit yang diberikan scharusaya tidak lebih besar
dari pads modal pokok.

¥ bid bal. 12
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d. Collateral (jaminan, agunan)
Celleteral meropskan jarminan vang diberikan oleh calon nasabsh. Jaminan
ini bersifat sebagal jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit adalah
pribadi  calon nasabah dan usahanya, balk bonafiditas  maupun
solvabilitasnya. Deogan adanya jaminan, bank mendapat kepastian babws
kredi yang diberikan dapat diterima kembali pada suaiu saat yang dientukan.
e. Condition of Econonty (kondisi ekonomi)
Kondisi ekonond vang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan
kredit, tidak saja kondist ekonomi pada sektor usaha calon nasabah tetapi
juga kondisi ekonomi secara umum di manz perusahaan calon nasabah itu
berada,

Kredit Macet

B.1. - Pengertian Kredit Macet

Sebelum fasilitas kredit diberikan kepada nasabah maka bank harus merass
yakin baklwa nasabah memiliki kemampuan untuk mengemabalikan kredit vang
diberikan tersebut. Keyakinan tersebut dipercleh dari hasil penelitian dan analisa
kredit vang dilakukan oleh bank sesuai dengan 6 C’s analisa kredit, sebelum
kredhit tersebut disalorkan kepada nasabah.

Selama bank melakukan usaha dalam bisnis pembiayaan/ pemberian fasilitag
kredit, permasalahan kredit macet merupakan hal yang sulit dihindari, Krednt
macet pada desamya adalsh pinjaman-pinjaman yang fidak terbayar sesuai
dengan persyaratan yang felah disepakati antara bank dengan nasabahnya,
dengan katg lain, nasabah (debitur) gagal memenuh komitmennya.

Kredit macet merupakan bagian dari pengelolaan kredit bank, karena kredit
maccet ite sendiri merupakan risiko yang dihadapi oleh bisnis perbankan. Hampir
semua perbankan memiliki kredit macet, bahkan dalam beberapa kasus, kredit
mcet di Indonesia berakhir ke pemutupan beberapa bank. Sebagai lembapa
bisnis, dalam lingkap makro, perbankan harus dapat meminimalisir kredit macet
tersebut schingga kepercayaan masyarakat ke perbankan tetap terjapa.

Mencegah kredit macet harus dilakukan oleh semua bank. Barnk yang
kreditnya bermasalah/ macet akan memiliki beban bank berupa biava akibat
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kredit bermasalah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bank yang tidak
mempunyai kredit bermasalah/ macet. Kerugian tersebut bukan hanya dalam
bentuk biaya langsung (kewajiban pokok dan bunga yang tidak terbayarkan oleh
debitur), tetapi Juga biaya tidak langsung, seperti biaya hukurn {(legal expenses),
biaya administrasi, penurupnan reputasi bank, biaya pengawasan dar otoritas
maoneter, kehilangan kesermnpatan untuk meniogkatkan pertumbuban bank, serta
terkurasnya wakiu pejabat-pejabat bank yang scharusnya melakukan keglatan
bisnis bank yang menungtungkan,™

Pasal 1 butir 2 Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 293/ KMK 05/ 1993
tertanggal 27 Febroard 1993 memberikan pengertian kredit macet sebapsi benikuts

“Pintang macet adalsh piutang yang sampal pads suatu saal sejak
piutang iu jatuh tempo fidak dilunasi oleh penapggung hulang
sebagaimana mestinya sesual dengan perjanjian, peraturan alau sehab
apapun menimbulkan piuteng tersebut.”

Dilihat dari segi ristkonya, kredit macet dapat meliputi :
a.  Seiuruh fasilitas kredit yang disediakan olebh bank untuk nasebahnya yang
diperkirakan akan dapat menimbulkan kerugian bagi bank ; atau
b, Suaiu keadaan dimana debifur sudah tidak sanggup lagi untuk membayar
sebagian atau keseluruhan kewsiibarnnya kepada bank seperti yang telah
diperjaniikan,

Berdasarkan ketentnan kolekiibilitas Bank Indonesia No. 7/2/PBI72005
tentang Kualitas Aktiva Produktif Bank Umum, pada BAB 1 Pasal 4 discbutkan
bahwa penggolongan kualitas kredit adalah sebagi berikut :

a.  Lancar {pass) yaitu apabila memenuhi criteria :

1) pembayaran angsuran pokok dan/ atau bunga tepat waktu;

2} memiliki rekening yang akiif;,

3) bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash cotlaieral)
b, Dalam perhatian khusus (special mention) yaitu apabila memenuhi

criteria :

* ade Arthesa, Bank don Lembapa Kevongan Bukan Bank. {hakarta : PT. Index, 2006), kal. 181-182
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1} Terdapat tunggakan angsuren pokok dan/ atan bunga vang belum
meliputi 90 hari; atav

2} kadang-kadang terjadi cerukan; atay

3) mutasi rekening relatif rendah; atau

4} jarang teriadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau

5} didulaung olch pinjaman bar,

Kurang lancar (substandard) yaitu gpabila memenuhi kriteria

1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah
melarapavi 90 haxi; atan

2) sering terjadi cerukan; atan

3) mutasi rekening relatif rendaby; atau

4) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperianjikan; atau

5) terdapat indikasi masalah keuangan yang dibadapi debitur; atan

6} dokumentasi pingaian vang lemsh.

Diragukan (donbijul) vaitu apabila memenuhi kriteria :

1) terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ ateu bunga yang telah
meiampaui L&) han; atau

2) terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau

3) terjadi wanprestasi lebih dari 180 har; atau

4) terjadi kapitalisasi bunga; atan

5} terdapat indikasi masalab keuangan vang dikiadapi debitur;

6) dokumentast pinjaman yang lemah.

Macet (Joss) vaitu apabila memenuhi kriteria

1} terdapat tunggaken angsurah pokok dan/ atan bunga vang telsh
melampant 270 hari; alau

2} kerugian cperasional ditutup dengan pinjaman baru; atag

3} agunan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Sedangkan kriteria kredit macet menurut Paket Mei Tahun 1993 adalah
Berdasarkan Suarat Keputusan Dircksi Bank Indomesia No. 26/22/KEP/DIR
tertanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktif Produktif dan Pembentukan
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Jo. Surat Edaran Bank Indonesia No.
20/14/BPPP tertanggal 26 Mei 1993, kredit dapat dikatakan macet apabila ;
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1} tidak memenubhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan;
2} memenuhi kriteria yang diragukan, vaitu ;
- kredit masih dapat diselamatkan dan agunan bemilali sekurang-
kurangnya 75% dan hufang termasuk bunga;
- kredit fidak dapat disclamatkan tefapi agunannya masih bernilai
sekurang-kurangnya 100% dari hutang, tetapi dalam jangka wakiu
21 bulan seiak digolongkan kredit yang diragukan belum ada usahs
penyelamatan manpun pelunasan;
3} kredit terschut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan
afau Dicektorat Jenderal Kekayaan Negara {(DIKN) atau telah
diajukan penggantian kerugian kepada perusahaan asuransi kredit,

B.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Macet
Dalam setiap permasalahan pasti terdapat akar atau penyebab dari
permesaiahan tersebut, begitu pula halnya denpan permasaiahan kredit macet.
Faktor-faktor yang mendorong terjadinya kredit macet dapat dibagi menjadi dua
bagian, yaitu faktor internal yang datangnya dari dalam bank sendiri, dan faktor
¢ksternal yang datangnya dari huar bank atan debrtur. Faktor-faktor fersebut yaitu
sebagai berikut -
a. Faktor intemal/ yang berasal dari bank
1} Kualitas pejabat bank
Setiap pejabat bank manapun dimmntut untuk dapat bekerja secara
profesional. Namun tidak semua pejabat bank mempunyai kualitas yang
baik. Pejabat yang beketja tidak profesional tentu sulit diharapkan dapat
memperolch hesil kerja yang memadai. Terutama di bagian kredit,
peiabat yang demikian dapat mempengaruhi penyaluran kredit vang tidak
sebagaimana mestinya.
2) Persaingan antar bank
Jumlsh bank yang beroperasi terus meningkat sejak keluarnya Paket
Oktober 1988 vang lalu, mengakibatkan persaingan aniar bank semakin
ketat. Dalam melakukan persaingaa ini setiap bank selalu berusaha untuk

% Gatot Supramono. “Perbankan dan Masalah Kredie”. (Jakariz:PT. Djsmbatan, 1996), bal. 132-134,
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memberikan  pelayanan  yang ferbaik  kepada magyarskat, guna
mendapatkan pasabsh yang banyak dan nasabah yang sudah ada tfidak
pindlah kepads bank lain. Dalam sifuasi yang demikian, mempengaruhi
bank untuk bertindak spekulatif, dengan memberi fasilitas yang mudah
kepada pasabah, dengan mengabaikan prinsip-prinsip perbankan vang
sehat.

3} Hubupgan ke dalam
Hubungan ini terutama terdapat pada bank swasta. Yang dimaksud adalah
hubungan bank dengan perusahaan-perusabaan yang forgabung dalam
kelomopoknya. Selain itu hubungan bank dengan pengurus nmaupon
pemegang saham, Dari adanya bubungan tersebut, bank dalam mielayani
kepentingan nasabah-nasabah dari “dalam” cenderung lebih mudah
dibandingkan dengan nasabah-nasabah lainnya. Terkadaug proyek yang
dibiayai dengan kredit kurang begitu menguntungkan, tetapi karena masih
satu ikatan, bank denpan setia membantu kesulian nasabah vang
bersangkutan, Dalam kasus jatuhnya Bank Summa terungkap sebagian
besar kredit macet berasal dari nasabah kelompoknya. Begitu pula pada
kredit macet yang tegadi di bank pemerintah pada November 1992 vang
laly, menunst Menteri Keoangan 1B. Sumarlin tegjadi karena pemilik
bapk menikmati fasilitas kred!t vang melampaui batas vang ditenfukan,

4} Pengawasan
Setiap tindakan bask dalam menyalurkan fasilitas kredit selalo dibarengi
findakan pengawasan, Tindakan tersebut selain dilakukan dari dalarmo
bank ity sendiri (pleh bagian pengawasan kredit), bank jugs diawasi oleh
Bank Indonesia. Terlepas dari mana peagawasan itu dilalmkan, apabila
bidang pengawasan lamah, maka akan mengakibatkan pringip-prinsip
perbankan tidak dapat difalankan dengan baik di dunia perbankan.

b. Faktor eksternal/ yang berasal dari nasabah

1) Nasabah menyalabgunakan kredit yang diperolehnya
Setiap kredit yang diperoleh nasabah telah dipeganjikan tujuan
pemakaiannys, sehingga nasabah harus menggunakan kredit sesval
dengan tujuannya. Pemakaian kredit vang menyimpang, misalnya kredit
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untuk pengangkutan dipergunakan untuk pertanian, akan mengakibatkan
usaha nasabah gagal, karena nasabah spekulatif. Kedua sekior tersebut
pengelolaannya berbeda.

Nasabah kurang mampu mengelola usahanya

Hal ini dapat terjadi nasabah yang kurang bidang usahanya yang
diberikan kredit, karena nasabah mampu meyakinkan bank akan
keberhasilan usahanya. Akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit
tidak dapat berjalan dengan baik, misalnya hasil produksi kualitasnya
rendah sehingga sulit bersaing di pasaran.

Nasabah beritikad tidak baik

Ada sebagian nasabah mungkin jumlahnya tidak banyak yang sengaja
dengan segala daya upaya mendapatkan kredit, tetapi setelah kredit
diterima untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.
Nasabah scjak awal tidak berniat mengembalikan kredit, walaupun
dengan risiko apapun. Biasanya sebelum jatuh tempo kreditnya, nasabah
sudah melarikan diri untuk menghindari tanggung jawab.

B.3. Dampak Kredit Macet Bagi Bank Pemberi Kredit
Selain faktor-faktor penyebab kredit macet, akibat terjadinya kredit macet,
juga dapat dilihat dari dua pihak, yaitu nasabah yang menunggak kredit dan bank

yang memberikan kredit, karena kedua-duanya sama-sama menanggung akibat
atau dampak dai kredit macet. Adapun yang menjadi akibat kredit macet adalah

sebagai berikut :*7
1. Bagi Nasabah

Kredit macet berakibat nasabah harus menanggung beban kewajiban yang
cukup berat terhadap bank, karena bunga tetap dihitung terus selama redit
belum dilunasi (utang pokok ditambah dengan bunga), sehingga jumlah

kewajiban nasabah semakin lama, semakin bertambah besar. Melihat

kewajiban nasabah penunggak kredit menjadi cukup berat, sehingga
kemungkinan besar jaminan yang telah diikat tidak cukup untuk melunasinya,

¥ 1bid
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maka harta kekayaan nasabah yang lain masih dapat disita untuk kepentingan
bank. Bisa terjadi antara utang pokok dengan bunga jumlahnya lebih tinggi
bunganya.

. Bagi Bank

Kredit macet bagi bank juga merupakan persoalan serius. Ada dua alasan
yang dapat dikemukakan, yaitu:

A. Dana bank yang disalurkan dalam bentuk kredit itu berasal dari

masyarakat;
B. Kredit macet mengakibatkan bank kekurangan damna schingga
mempengaruhi kegiatan usaha bank.

Bank yang terganggu kesehatannya akan sulit melayani permintaan nasabah,
seperti permohonan kredit, penarikan tabungan, dan deposito. Keadaan yang
demikian pula kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang. Bahkan
dapat terjadi lebih dari itu, izin usaha bank dicabut pemerintah dan
diliknidasi. Selain itu, piutang bank pada nasabah debitur diangpap sebagai
aktiva/ harta bank, dimana setiap aktiva dikenakan pajak. Oleh karena itu,
piutang bank pada nasabah debitur (utang pokok ditambah bunga) yang
mengalami kredit macet akan selalu dikenakan pajak pertambahan nilai
(PPn), sehingga beban bank menjadi bertambah, sedangkan debitur telah
insolven (tidak dapat mengembalikan kredit). Hal tersebut tentu saja
menimbulkan kerugian bagi bank yang sangat besar, sebab bank harus
membentuk dana cadangan untuk menutupi kerugian akibat kredit macet

tersebut.

Kasus-Kasus Kredit Macet di Indonesia

Kasus kredit macet di Indonesia sangat sering terjadi di Indonesia. Kredit

macet tersebut mucul lebih sering dikarenakan tidak adanya penerapan prinsip
Good Corporate Governance yang baik da benar oleh Bank. Dibawah ini
beberapa kasus kredit macet yang terjadi di Indonesia :

1. PT. Bank Niaga vs PT. Dharmala Agrifood

Dimana PT. Bank Niaga memberikan fasilitas kredit sebesar Rp.
100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) kepada PT. Dharmala Agrifood.
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Setelah kredit tersebut jatuh tempo, PT. Dharmala Agrifood belum juga
melunasi kreditnya kepada PT. Bank Niaga. Belakangan diketahui bahwa
tujuan pemberian keedit yang dilakukan oleh PT. Bank Niaga kepada PT.
Dharmala Agrifood yaitu bertjuan untuk menutupi kerugian valas debitor,
yang dimana hal tersebut bectentangan dengan larangan pemberian fasilitas
kredit dan cervkan untuk meputupt kerugian-kerugian vang timbul karena
transaksi derivatif (SK. Dir, BI No, 28/119/Kep/Dir).**

. Bank Perkembangan Asia vs PT. Djaya Tunggal

Bank Perkembangan Asin memberikan kredit kepada PT. Dijava Tunggal
sebesar Rp. 5.502.243.038.00 (lima milyar lima mates dua juls dua matus
grapat puluh tiga ribu tgs puluh delapan rupish). PT. Diaya Tuoggal
mengikatkan jaminan kepada Bank Perkembangan Asia sebidang tanah HGB
No. 39 dan 40. PT. Disya Tunggal mengalami kemugian sebesar 75% dari
modalnys dan tidak mampu lagi membayar hutengnya {(insolvensi} kepada
Bank Perkembangan Asia, dap temyata jaminan yang dilkatkan oleh PT,
Djaya Tunggal kepada Bank Perkembangan Asia telah menjadi tanah negara.
Pada akbirnya diketabui bahwa Direksi dari PT. Djaya Tunggal sama dengen
Direksi dari Bank Perkembangan Asia. Tidak adanya analisa kredit serta
pengikatan jaminan yang fiktif menegaskan bahwa adanya itikad burok dari
para direksi, sehingga direksi bertanggung jawa atas kerugian yang dialami
oleh bank.”

. Bank Mandiri vs PT. Cipta Graha Nusantara

Kedua kasus ini sama-sama tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan
manajemen risiko yang benar, analisa kredit tidak dilakukan dengan benar
oleh para direksi bank. Baok Mandiri memberikan kredit kepada PT. Cipta
CGraha Nusantara sebesar Rp. 160.000.800.000,00 (seratus enam pulvh milyar
rupiah), dan pada akhirnya PT. Cipta Grahe Nusaniara mengalami kredit

macet, schingga menimbulkan kerugian kepada Bank Mandiri sebagai

* Siti Anisab. Perlindungan Kepenvingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan &
Frdonesia, (Yogyekarts ; Total Media, 2008) hal. 88

Y Robert. 8. Sitindjak. Komspirasi Bawk dan Nayabeh Piercing The Corporate, dalam Yaria Peradilan
Vol . X1V No. 160 Tahun 1959, Hal. 28
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Kreditor. Kredit Macet Bank Mandiri tersebut membawa para direksi bank
mandiri yaitu ECW Neloe, dkk kepada kursi pesakitan di Pengadilan Negari
Jakarta Selatan, dan divonis 10 tahun penjara.

D. Pengawasan Femberian Kredit
Bank dalam melaksanakan aktivitasnya wajib melaksenakan prinsip kehati-
hatian namun buken berarti prinsip ini dapat diterapkan begitu saja tanpa adanya
pengawasan baik ded dalam bank secara internal maupun dari luar secam
extornal,

1} Pengawasan Internal

Kembali ke kasus-kasus perbankan vang marak akhir-akhir ini, ditengarai
bahwa salah satu penvebab utama terjadinya kasus-kasus ferscbut adalah
lemahnya pengawasan internal bank. Hal ini bisa disehabkan cleh figa hal *®

Pertaina, ketidak-tehitian dalam melakukan pengawasan, Mengingat besarnya
jumnlah transaksi baran 4 bank dan kantor cabang, terbuka kemungkinan
penpgawas internal bank tidek melekukan tupasnya sebagaimana seharusnya.
Pasalnya, pemeriksaan atas transaksi barian oleh pengawan intemal dilakukan

secara sampling.

Kedua, ketidaktahvan dalam teknik pengawasan internal bank. Faktor ini
lebih discbabkas penpawas internal tidak mau meningkatkan kualitas dirinya,
schingga yang bersangkutan “kalah cerdik” dengan oknum-oknum pelaku
kejahatan perbankan yang terus memperbaharui teknik pembobolan. Lebib-lebil
apabila praktik curang itu melibatkan oknum orang dalam, Pemghaman afas jenis
transaksi dan produk dinilai lemah sehingga pengawas internal tidak mampu

mendeteksi adanya potensi pelangparan sistem dan prosedur,

Ketign, adanya wunsur moral hazard, di mana pengawas internal bank

melakukan kolusi dengan oknum petugas bank dan penjghat perbankan dari luar

% Pengawasan bank. <htip/iwww.sinarharapan.co.id/ekooomiKeoangan/2004/0105keu himl >
Diiakses 10 November 2008,
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untuk melakokan tindak kejahatan perbankan, Faktor ketiga inilah yang
seringkali menjadi biang keladi terjadinya fraud yang berpotensi merugikan bank

secara finansial dan reputast,

Jika demikian, peningkatan kualitas pengawasan internal bank mutlak harus
dilakukan. Kalau pun tenaga pengawas internal dirasakan masth kurang, maka
tak ada jalan lain bank hanss mepambah jumlsh fepaga pengawas intemal
Peningkatan kualitas backing producis and services kmowledge juga harng
ditingkatkan melalui pelatihan internal sehingga pengawss internal mampu
mengendus secars dini ada tidakuya potenst fraud di bapknya.

Peningkatan kualitas pengawas bank juga ditingkatkan melalui pelatiban
khusus yang torkait dengan teknik pengawasan yang efektif. Bahkan dipandang
perlu diterapkan sistern brevel atau sertifikasi bagi pengawas internal bank sesuai
dengan level atau tingkat jabatannya. Untuk setiap jangka waktu tertentu,
pengawas internal bank harus divji keeakapaonya, balk untuk kebutuhan uji
kernampuan dan kelayakan maupun untuk peningkatan level.

Selain itu tidak kalah pentingnya adalah penerpatan pejabat bank diusahakan
berlandaskan prinsip the right man on the right job berdasarkan assessment dari
internal bank. Banyaknya jenis transaksi perbankan, tidaklah mungkin seorang
karyawan bank mampu menguasai semua jenis transaksi tersebut. Misatkan saja,
8i A menguasai bidang keuvangan, lalu si B menguasai bidang kredyt, dan si C
menguasal bidang tresuri dan luar negeri.

Dengan melihat kompetensi infi masing-masing orang, maka penempatan 51
A, pada wit kevangan tenty tepat. Hal ini akan berdampak positif baik bagi st A
magpun banknva. Akan teriadi schaliknya apabila si B yang memiliki
kompetenst intl di bidang kredit, justru ditempatkan di unit lusr negeri yang
mepangani transaksi mternasional yang membutuhkan keahlian khusus.

Kalaupun seseorang akan diternpatken pada unit tertentu, sebaiknya
dilakukan pelatthan yang cukup terhadap yang bersangkutan ditambah dengan
proses on the job iraining sehelum penempatan yang permanen.
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Terkait dengan aspek pengawasan, maka langkah yang paling ideal dao
efektif untuk mencegah terjadinya fraud di bank adalah meningkatkan fungsi
pengawasan melekat (built in control) pada setiap diri pejabat bank. Apabila
fungsi pengawasan melekat ini berjalan baik, maka peluang sekecil apapun bagi
terjadinya tindakan fraud akan dapat ditangkal sejak dini.

Tak kalah pentingnya adalah saling mengingatkan di antara jajaran internat
bank sehingga kalan ada sescorang akan berbuat tidak baik akan dapat diingatkan
olch koleganya fanpa yang bersangkutan harus merasa mabun Dalam hal ini
dibutuhkan kepedulian yang tinggi dari setiap unsur manusianya.

Apabila saluran komunikasi internal tersumbat, misaluya bawahan takut
menegur atau mengingatkan atasannya, periu dibuat saluran Aoffine khusus pada
nomor telepon atau alamat surat elekironik fe-marl) tertentu atan kotak surat —
semacam PO Box 3000 wakto dulu— untuk menarapung laporan dari dalam

dengan merahasiakan nama pelapor.”

Peningkatan kualilay pengawasan internal juga harus dibarengi dengan
penerapan prinsip tata kelola perusahaan vang baik fgood corporate governance)
dan sistem manajemen risiko yang handal. Tanpa dukungan ini semua, tek ada

gunanya pengawasan infernal bank ditingkatkan.

Yang terakhir adalah perlunya penegakan hukum vang tegas berupa sanksi
vang sckeras-kewasnya sebagal shock therapy untuk membuat jera yang
bersangkutan dan mencegah vang lain berbuat sama.

2) Pengawasan External

Bank Indonesia secbagai bank sentral dalam Bab VI Pasal 24- 35 secara garis
besar menyangkut fentang Bank Indonesia (BI) scbagai lembaga yang bertugas
mengatur dan mengawasi bank, Dimana dalam Pasal 24 dikatakan:

"Dalam rangka melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf ¢, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut

N Ibid
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izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan
pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan
peraturan perundang—undanga.n."42

Dan selanjutnya dalam Pasal 25 dikatakan bahwa:

1. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia
berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat
prinsip kehati-hatian.

2. Pelaksapaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bank Indonesia.*

Dengan demikian maka Bank Indonesia sebagal pengawas perbankan
berwenang untuk menetapkan ketentuan- ketentuan perbankan yang memuat
prinsip kehati- hatian. Bank Indonesia merupakan pengawas perbankan secara
external dari semua bank yang beroperasi dalam wilayah republik Indonesia. Dan
Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberikan dan mencabut izin
atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank yang melanggar dan
tidak mengikuti semua peraturan yang dikeluarkan oleh bank Indonesia sebagai

regulator dari bank- bank yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

Tujuan dan pengaturan dan pengawasan bank adalah untuk mengoptimalkan
fungsi perbankan Indonesia sebagai:**

“Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga
penghimpun dan penyalur dana Pelaksana kebijakan moneter; Lembaga yang
ikut berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi serta pemerataan; agar
tercipta sistem perbankan yang sehatbaik sistemn perbankan secara
menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan
masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi
perekonomian nasional.”

Unfuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan

4
menerapkan:*®

*2 Indonesia, [/ndang- Undang Tentang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999, LN No. 66 Tahun 1999,
TLN No 3843. Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Tentang Bank Indonesia No.3
Tahun 2004, LN No. 7, TLN Ne. 4357. Pasal. 24

3 Ibid, Pasal 25.

*“ Pengawasan Bank Di Indonesia oleh BI,

<http.//www.bi.go.id/web/id/Perbankan/[khtisar+Perbankan/PengaturantdantPengawasan+Bank/Sist
em+PengawasaniBank/>. Diakses 10 November 2008.
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Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi);

Kebijakan prinsip kehati-hatian bank {prudentiol banking); dan

Pengawasan bank vyang mendorong bank unmk melaksanskan secara
konsisten ketentuan intern yang dibuat sendini {self reguiaiory banking}
dalam melaksanakan kegiatan operasionginya dengan tetap mengacu kepada
prinsip kebati-hatian,

Kewenangan Pengaturan dan Pengawasan Bank,

Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai

berikut:*®

1)

2)

3)

Kewenangan memberikan Izin (Fight fo license}, yaitu kewenangan untuk
menetapkan tatacara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian
izin oleh BI meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank,
pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor baunk,
pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian
izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu,
Kewenangan untuk mengatur (right fo regulate), yaity kewenangan untuk
menetapkan ketentuan yany menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan
dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa
perbankan yang diinginkan masyarakat.

Kewenangan untuk mengawasi {right fo costrol), yaite kewenangan
melakukan pepgawasan bank melalui penpawasan langsung  {on-siie
supervisiony dan  pengawasan tidak  langsung {off-site  supervizion).
Pengawssan langsung dapat berupa pemerkssan umum dan pemernksaan
khusus,yang bertpjuan untuk mendapstkan gambaran tenfang keadaan
kevangan bank dan untuk memantau tingkat kepatchan bank terhadap
peraturan yang berlaku serta untok mengetahui apakah terdapat prakiik-
prakitk yang tidak sebat yang membahayvakan kelangsungan usaha bank,
Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan

** Ibid
% Ibid
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seperti laporan berkala yang disampaikan bank laporan hasit pemeriksaan dan
mformast lainnya.

4} Kewenangan unfuk mengenakan sanksi (ight fo impose sapctiony, yaitu
kewenangan untuk menjatubkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan ferhadap bank apabila suatu bank kurang atgu tidak memenuhi
ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi

sesual dengan asas perbankan yang schat.

D.2. Sistem Pengawasan Oleh Bank Indonesia

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem
pengawasannys dengan meoggunakan 2 pendekatan yakmi  pengawasan
berdasarkan kepatvhan {compliance based supervision) dan pengawasan
berdasarkan risike {(risk based supervision/RBS). Dengan adanya pendekatan
RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan peadekatan berdasarkan
kepatuhan, narmun meripakan upays unfuk menyempurnakan sistem pengawasan
sehingga dapat meningkatkan efcktivitas dan efisiensi pengawssan perbankan.
Secara bertahap, pendekatan pengawasan yvang diterapkan oleh Bl akan beralih
menijadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.

1) Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (Compliance Based Supervision).
Pendekatan pengawasan  berdasarkan  kepatuhan pada  dasamya
menekankan pemantauen kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan
ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini
mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan
bahwa bank ielah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar meourut
prinsip-prinsip kehati-hatian,

Dalam hastl penclittan penyaluran kredit di Bank BNI juges dapat kita
tihat bzhwa dalam penyaluran kredit adanya campur tangan dari Divisi
Kepatuhan dalam menentukan penyeluran  keedit.  Divist Kepatuban
berkewajiban untuk memerikasa legalitas dar kepniusan direksi dalar hal
menetujui penyaturan kredit kepada calon debitur, apakah keputusan direksi
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tersebut telah sesuai depgan peraiuran perundang-undangan yang berlaku
atau tidak. Hal tersebut memupakan wujud dan pengawasan berdasarkan
kepatuhan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas serta regulator bagi
perbankan Indonesia.

Pengawasan Berdasarkan Risiko (Risk Based Supervision).

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan
pengawasan yang berorientasi ke depan (forward looking). Dengan
menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank
difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (inherent risk) pada aktivitas
fungsional bank serta sistem pengendalian nsiko (risk conirol system).
Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank
untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang
potensial timbul di baok. Pendekaian pengawasan berdasarkan risiko

memiliki siklus pengawasan sebagai berikut :

Jenis-Jenis Risiko Bank :¥’

1.

Risiko Kredit : Risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan counterparty

memenuhi kewajibannya.

 Ibid
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2. Risiko Pasar : Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar
{adverse movemert) dant poriofolio yang dimiliki oich Bask yang dapat
merugikan Bank, Variabel pasar antara lain adslah suku bunga dan nilai
fukar.

3. Risike Likuiditas - Risiko yang antara lain disebabkan Bank tidak mampu
mermenubi kewajiban yang telah jatuh waktu.

4. Risiko Operasional : Risiko vyang antara lain disebabkan adanya
ketidakcukupan dan aftau tidak berfungsinya proses internalkesalahan
manusia, kegagalan gistem, atau adanya problem eksternal yang
mempengarahi operasional Bank.

3.  Ristko Hukum : Ristko yang disebabkan oleh adanya kelemshan aspek
vuridis. Kelemahas aspek yuridis antara lain disebabkan adanys tuntutan
hukwn, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atsu
kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontra.

6. Risiko Reputasi : Risiko yang antara lain disebabkan adanya publikast negatif
yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terbadap Bank.

7.  Risiko Strategik © Risiko yang anfara lain disebablan adanya penetapan dan
pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat pengambilan kepuiusan bisnis
vang tidak tepat atau kurang responsifaya Bank terhadap perubahan
eksternal.

8. Risiko Kepatvhan : Risiko vang discbabkan Bank tidak mematehi atau tidak
melaksanskan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang
berlaku,

Pengawasan berdasarkan risiko yang berdasar pada PBI No. 8/14/2006
tentang GOG inl juga dapat kita lihat dan hasii penelilian pada Bank BNI dalam
hal penyaloren kredit bank kepada debitur, dimana terdapat Divisi Risiko pada
struktur organisasi Bank BNI. Divist Risiko bertugas untok mengawasi risiko-
risiko yang akan muncul dalam suatu penyazluran kredit yang dilakukan oleh
bank, dengan melakukan analisa dan penelitian yang mendalam baik internal
ataupun eksternal, untuk kepentingan perekonomian hank.

D3, Peranan Bank Sentral Dalam Hal Credit Controf
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Bank Indonesia schagai bank sentral memiliki peranan vang sangat penting
dalam tatanan perbankan suatu negara. Beberapa peranan bank sentral, yaitu i

a. Nole/ currency issue;

b. Reserve reguirements;

c. Credit control;

d. Bank raie policy;

e.  Open market operation;

f  Variable reserve ratio;

g The banker agent and advisor of the state;
h. Lender ofthe last resort;

1. Custodian of the nations reserves; dan

i.  Eeconomic development.

Dalam penuiisan ini akan lebih difokuskan pada peranan bank sentral daltam bal
credit control.

Peranan dari bank sentra!l untuk penpawasan kredit erat kaitannya dengan
fungsinya dalam hubungan dengan pengaluran cwerency. Kacna, dengan
pembenian kredit akan berpengaruh sccara langsung pada jumlah uang dalam
sirkulasi.

Namun begitu, ada peredaan pandangan dari para ahli tentang fujuan utama
dari pengontrolan kredit oleh Bank Sentral, seperti terlihat dalam pandangan-
pandangan berikut inj :¥
a. Tujuan pengonirolan kredit adalah unfuk menjaga stabilitas alat tukar vang;

b. Pengontrolan kredit bertujuan untuk menjaga stabilitas harga secara internal;

* Munir Fuady. © Hukum Perbankan Modern™ (Buku kesatu). (Bandung : PT. Citre Aditya Bakti,
2463}, hal. 117-118
Bafunir Frady. Op. CF., bl 118
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Tujuan pengontroian kredit adalah antuk menghilangkan lingkaran peredaran
bismis (business cycle),

Tujuan peagontrolan kredit adalah untuk mengombinasi antara faktor
stabilifas  alat  tukar internasional dan  fakfor peningkatan dan
mempertahankan {ingginya penyverapan tenaga kerja dan real income dari
masyarakat.

Metode yang sering digunaken olch Bank Sentral dalam hal pengkontrolan

kredit adalah sebagai beikut ;>

a4,

Bank rate policy, yaitu melekukan pengonirolan kredit dengan jalan
pergantian disceun rate yang dapat mempengarohi rafe of interest di pasar,
yang akas memaikan peranan penting dalam hal pemberian kredit;

Open market operation, yeitu tindakan yang melibatkan jual beli securities
vang beredar di pasar sehingga dapat membawa pengaruh terhadap sirkulasi
jumlah wvang vang beredar di pasar;

Variable reserve systerm vyaitu dilakokan dengan dibuataya variasi dan
reserve minimum yang diperlukan oleh suatn omersil bank schingga dapat
mempengarnhi kekoatan bank-bank komersil dalamn hal menyediakan kredit;
Selective credit conirols, yaitu merupakan pengontrolan vang selektif dan
direktif dari suatu bank senral terhadap arus pemberian kredit ferhadap suata
channed tertentu;

Credit rationing, yaitu merupakan suatu tindakan dan Bank Sentral untuk
membatasi ketersediaan currency yang dapat dipakai untuk melakukan
rediscourting dan membatast jumlahnya vang tersedia;

Moral suasion, vaite merupakan persuasi moral secara fidendly. vang
dilakukan oleh Bank Seniral terhadap kebijaksanaan leading dar suatu bank
komersil;

Direct action, yaitu merupakan tindakan oleh Bank Sentral untuk melakukan
tindakan-tindakan paksa dengan kriteria-kriteria tertentu terhadap bask-bank
tertenty untuk mencegah hal-hal vang bertentangan dengan policy dari Bank
Sentral tersebut mengenat perkreditan.

PMunir Fuady. Op. Cit., hal. 118120
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BAB 111
PTHAK-PTHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENYALURAN
KREDIT BANK

A, Bentuk Hukum dan Organ-Organ Bank Sebagai Perseroan Terbatas.
A.l. Bentuk Hukum Bank

Pengertian dan lembaga bank menurut beberapa referensi vaitu:

Black’s Law Dictionary:

"4 Bank is an institution, usually incorporated, whose business it is to
receive money on deposit, cash, checks or drafis, discount commercial
paper, make loans and issue promissory notes payable to beare,
fmown as bank notes. American commercial banks fall into iwo main
categories; state chartered banks and federally chartered national
banks.”

Stuart Verryn, dalam bukunya bank politik, mengatakan:

"Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan
kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau
uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan
memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral "

Undang- Undang Nomor 7 Tzhun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (1),
Mengatakan:

”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak,”?

Istilah perbankan dan bank memiliki pengertian berbeda. Sebagaimana diatur
dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-
undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dalam Pasal 1 butir (1) dan (2},
menjelaskan: perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank,
mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam

melaksanakan kegiatan usahanya.

*! Thomas Suyatno, Kelembagaan Perbarkan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993. hal.]
"2 Pasal 1 ayat 1 UU perbankan '
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Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan beotuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rekyat
banyak,

Bank merupakan badan usaha yang menjadi intermediasi antara masyarakat
vang mempunyai dana berlebih dengan masyarakat yang memerlukan dana
dengan demikian maka bank menjadi qgens of development dan bank ketika
menjadi penyalur jasa bagi perorangan maupun kelompok usaha maka bank
menjadi agent of rrust. Dengan demikian sesmai dengan Undang-Undang
Perscroan Terbaias yang baru dimana dalam Pasal 108 mengenai dewan
komiseris mengatakan bahwa Persercan yang kegiatan usshanya berkaitan
dengan menghimpun dap/atau mengelola dana masyarakat, Persercan yang
menerbitkan sural pengakuan utang kepada masyarakat atau Perseroan Terbuka
wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dapat
diambil kesimpulan yattu salah satu bentuk deri badan hudum bank adalah
perseoran yang berarti meoundokkan divi kepada Undang- Undang Perseroan
Terbatas dalamn hal pengaturan organ-organ bank itu sendini, baik direkst mavpun
komisaris serla pemegang saham.

Dalam Undang-Undang perbankan Pasal 21 dikatakan bentuk hukum dad
bank ialahy

{1} Bentuk hukum suatt Bank Umum dapat berupa salah sate dari:

a. Perusahaan Perseroan (PERSERQOj;
Iy, Perusahaan Daerah;
¢. Koperasy;
d. Perseroan Terbatas.
(2} Bentuk hukum svatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu
dari:
a. Perusahaan Daerah;
b. Koperasi,
¢. Perseroan Terbatas;

d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,
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{3} Bentuk huokum dari kantor perwekilas dan kantor cabang bank yang
berkedodukan di luar negen mengikuti bentux hukum kantor pusatnya.
Walaupun banyak bentuk hukum dari bank pamun dalam tesis ini akan
membabas lebih lanjut mengenal bentuk bukum bank yang berupa perseroan
terbatas dimana pada imtinye adalah tunduk pada undang-undang persercan
terbatas untuk organ-organ pengurus dalamnya.

A2, Organ - Organ Bank Sebagai Perseroan Terbatas.

Persercan terbatas adalzh badan hukum yarg merupakan perselcutuan modal,
didicikan berdasarkan perjanjian, melakokan kegiatan usaha dengan modal dasar
yang seluruhnya ferbagl atas sabam dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam Undang- Undang Tentang Persercan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 serta
Peraturan pelaksansanya. Dalam Perseroan Terbatas menurul Undang- Undang
Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan ferbatas terdapat beberapa organ
penting dari perseroan terbatas yaitu:

1. Rapat Umuvm Pemegang Saham;
2. Direksi dan;
3. Dewan Komisaris.

A2.1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya discbut RUPS, adalab
Organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi
alau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini
dan/ atau anggaran dasar. Demikianlah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Pasal 1 ayat 4 Mendefinistkan mengenai Kapat Unmum Pemegang Ssham atan
RUPS.

Dalam Bab VI Undang- Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 dikatakan
dalam Pasal 75 bahwa: >

1. RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau

Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-{Undang

i dan/atac anggaran dasar.

1) PT Pasal 75
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2. Dalam forum RUPS, pemegang sasham berhak memperoleh keferangan

yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris,
separiang berhubungan dengan roata acara rapat dan tidak bertentangan
dengan kepentingars Perseroan.

RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan,
kecuali semua pemegang saham badir danfatan diwekili dalam RUPS dan
menyetujui penamsbahan mata acara rapat.

Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui

dengan suara bulat.

A.2.2 Direksi Menurut Undang-Undang Persercan Terhatas

Direksi adalah orpan perseroan yang berwenang dan berfangpung jawab

petwh aias pengurusan perscrogn unduk kepentingan perseroan, sesuai dengan

maksud dan tuluan perseroan serta mewakili perseroan , batk di dalam maupun di
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan angparan dasar. Demikianiah Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 5 Mendefinisikan mengenai Rapat
Urmum Pemegang Saham atau RUPS.

Mengenai direkst ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Mengatur lebih
lanjut di dalam Pasal 92 bahwa:

i

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan,

Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang
ditertukan dalam Undang-Undang ini dan/atav anggaran dasar,

Direksi Perseroan terdhri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih.
Porseroan vang kepiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun
dan/atan mengelola dana masyarakat, Pesseroan yang menerbitkan surat
pengakuan utang kepada magyarakat, atau Perseroan Terbuka wajib
mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

Dalam hal Direksi terdiri atas 2 {dua) anggota Dircksi atau lebih,
pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi
ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
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6. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat {5} tidak menetapkan,
pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan
keputusan Direksi.

Dalam melaksanakan tugasnya ini maka direksi berlaku fduciary diy dan
business fudgment rude, dan untuk mengetahud fenfang hal tersehut pedu
diperhatikan ketentuan vang mengafur mengenai fugas penguiusan, kewaiiban
dan kbususnya tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam undang-undang
perseroan terbatas.

Fiduciary duty dan prinsip business judement rude dalam Pasal 97 Undang-
Undang perseroan terbatas. Dalam Pasal ini di awali dengan rumusan ayat (1)
yang mengatakan bahwa direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). Jika diperhatikan ketentuan ini
adalah penegasan dari aturan yang ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, dimana dikatakan
bahwa direksi dalam menjalankan fugas kepengurusannya harus:*

1. Memperhatikan kepentingan perseroan;

2. Sesuzsi dengan maksud dan tujuan P13

3. Memperhatikan ketentusn mengenai larangan dan batasen vang diberikan
dalam undang-undang { Khusasnya Undang-Undang Tentang Perseroan
Terbatas) dan Anggaran dasar.

Dari ketentuan ini diketahul bahwa tindakan direksi adalah tindakan yang
memiliki tanggung jawab keperdastaan. Sebagai pengurus perseroan, direksi
adalah agen dari perseroan, dan karenanya tidak dapat bertindak sesuka hatinya.
Apa yang dilakukan oleh direksi yang berada diluar batasan kewenangun yang
diberikan kepadanya harus dapat dipertanggung jawabkan olehnya. Dalam hal
ini ada tiga jenis pertanggungiawaban yang harus dipikul direksi, yaitu:™

1. Pertanggungjawaban terhadep perseroan;

2. Pertanpgungjawaban terhadap pemegang saham

3. Pertanggungiawaban terhadap kreditor

* Widiaie Gunawan, Riziko hukum Pemilik, Direhsi dan Korsisaris PT. Jakarta: Forum Sahabat, 2008,
hal. 77
* Ibid, hal 77

Universitas Indonesia
Tanggung Jawab..., Jason Fredrick Siregar, FH Ul, 2009



453

Bentuk pertanggungjawaban direksi terhadap perseroan, pemegang saham
dan kredifor ini selanjutnya tercermin dalam berbagai kefentuan ateu Pasal dalam
Undang- Undang Tentang Persgroan Terbatas, beberapa diantaranya dapat
dischutkan yaitu:*®

1. Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menystakan
bahwa direksi secara fanggung renteng bertanggung jawab alas kerugian
yang diderita pemegang ssham yang beritikad baik, yang timbul akibat
pembelian kembali sabam oleh perseroan yang batal karena hukum;

2. Pasal 69 ayat (3} Undang- Undang Perscroan Terbatas menyatakan dalam
hal Japoran keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau
menyesatkan, anggota direksi (dan angeofa dewan komisaris) secara
tanggung renteng bertangpung iawab terhadap pihak vang dirugikan;

3. Pasal 95 Undang-Undang Perseroan Terbatas menvatakan dalam hal
ternyata penpangkatan anggota direksi menjadi batal sebagai akibat fidak
memenuhi persyaratan  pengangkatannya, maka meskipun perbustan
hukum yang ielsh dilakukan untuk dan atas nama porseroan oleh anggota
direksi sebelum pengangkatannya batal, tetsp mengikat dan menjadi
tanggung jawab perseroan, pmamun demikfan anggota diveksi vang
bersangkutan tetap berfangungiawab terhadap kerugian perseroan.

4, Pasal 97 ayal (3) menyatakan bahwa setiap anggota direksi bertanggung
jawab penub secara pribadi atas kerugian persercan apabila yang
bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya;

5. Pasal 101 ayat (2) tUndang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan
bshwa setiap anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajibaonya
melaporkan kepada perseroan saham yang dimiliki anggota direksi vang
bersanglutan dan/atau keluarpanya dalam persercan dan perseroan lain
untuk  selanintnya  dicatat dalam  daflar  khusus, dan  akibatnya
menimbulkan kerugian bagl perseroan, bertanggung jawab secara pribadi

atas kerugian perseroan.

* Tbid, hal 77-79
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6. Pasal 104 ayat (2) Undang- Undang Perseoran Terbatas yang menyatakan
bahwa dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi
dan harta pailit yang tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban
perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara
tanggung renteng bertanggungjawab atas seluruh kewajiban yang tidak
terlunasi dari harta pailit tersebut;

7. Pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang memberikan
hak kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, atas nama
perseroan , untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri
terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalainya
menimbulkan kerugian pada perseroan.

Kegiatan kepengurusan perseroan ini tidak pernah dapat dipisahkan dari
tugas perwakilan direksi yang diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang Perseroan
Terbatas. Sebagai pengurus perseroan , direksi akan mewakili perseroan dalam
setiap lindakan atau perbuatan hukum perseroan dengan pihak ketiga. Dalam hal
ini jelas, direksi meruipakan agen perseroan. Rumusan selanjutnya dalam Pasal 97
ayat (2} Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:

“Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap

anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.”*’

Sejalan dengan sifat pertanggungjawaban perdata yang melekat pada direksi
dalam melakukan pengurusan terhadap perseroan, Pasal 97 ayat (2) Undang-
Undang Perseroan Terbatas menekankan pada arti itikad baik, dan sesuai dengan
kewenangan yang diberikan atau dibebankan kepadanya serta menurut aturan
main yang berlaku. Sepanjang dan selama direksi melakukan pengurusan dengan
itikad baik dan dalam batasan atau koridor serta menurut ketentuan yang telah
ditetapkan sebelumnya, maka direksi senantiasa dilindungi oleh business

Jjudgment rule®®,

*7 UUPT Pasal 97 ayat 2
5% Widjaja Gunawan. Op. Cit., hal. 79
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Jadi, jelaslah bahwa Pasal 97 Undang-Undang Perseroan Terbatas ind,
angpota direksi waijib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik (geod fuitn) dan
dengan penub fanggung lawab (and with full sense of responsibility). Apabila
ternyata direksi tersebut terbuktl bersalah karena sengaja alan lglai dalam
menjalankan kewajiban fiduciary dutynya tersebut, maka terhadap kerugian yvang
diderita perseroan, perseroan berhak untuk menuntutnya dari direksi tersebut.

Jika Undang-Undang Perserpan Terbatas dibaca dengan seksama, maka
setidaknya dapat ditensukan 9 Pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut yang secara tegas mengatur mengenai
tanggung jawab pribadi masing-masing anggota direksi maupun tanggung jawal
renteng semun anggota direksi perscroan. Kesembilan Pasal tersebut secara

berurutan, adalah:

2. Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan kewajiban
direksi untuk menjanin bahwa dalam transaksi pembelian kembali saham
perseroan, baik secara langsung meaupur tidak langsung oleh perseroan,
direksi wajib memasiikan bshwa pembelian tersebit dilakukan dengan
cara dan proses yang telah ditentukan, vaitu

11 Pombelian komball ssham tersebuf Hiduk menvebabkan kekayaan
bersih persercan menjadi lebib kecil dari jumnlah modal vang
ditempatkan ditambah cadangan waiib vang tclah disisihkan; dan

2} Jumlah nilai nomical sehuruh: saham yang dibeli kembali oleh
perseroan dan gadai sabam atau jaminan fidusia atas saham yang
dipegang oleh perseroan sendind dan/atau persercan lain yang
sahamnya secara langsung atau tidak langsung dimiliki perseroan,
tidak melebibi 10 % (sepuluh persen) dari jumlah modal yang
diterpatkan dalam perseroan, kecuali diatur lain dalam peraturan

perundang-undangan dibidang pasar modal.

Pada dasarnya Ketentuan Pasal ini memastikan bshwa dircksi dalam
mengambil keputusan untuk melakukan transaksi pembelian kembali
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saham perseroan telah dilakukan dengan penuh kehti-hatian , dan itikad
baik serta well informed, bahwa transaksi dapat dilakukan tanpa
merugikan kepentingan pemegang saham yang sahamnya dibeli kembali.

. Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang terjadi dalam
hal laporan keuangan yang disediakan temmyata tidak benar danfatau
menyesatkan, anggota direksi (dan anggota dewan komisaris) secara
tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
Ketentuan ini merefleksikan keterbukaan informasi dalam rangka
pelaksanaan fiduciari duty direksi terhadap perseroan.

. Pasal 72 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang berhubungan
dengan pembagian dividen imterim dilakukan direksi dengan persetujuan
dewan komisaris sebelum tahun buku perseroan berakhir, namun termyata
setelah akhir tahun buku diketahui dan perserian terbukii menderita
kerugian, sedangkan pemegang saham tidak dapat mengembalikan
dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada perseroan. Jadi
dalam hal ini unsur kehati-hatian guna menghindari kesalahan sangatlah
ditekankan.

. Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas, dalah hal
terjadinya pembatalan pengangkatan anggota direksi karena tidak
memenuhi pesayaratan pengangkatannya , maka meskipun perbuatan
hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota
direksi sebelum pengangkatanya batal, tetap mengikat dan menjadi
tanggung jawab perseroan, namun demikian anggota direksi yang
bersangkutan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan.
Dalam hal ini sangat nyata bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak
memiliki itikad baik, bahkan sebelum pengangkatannya sebagai anggota
direksi perseroan. Lebih jauh lagi anggota direksi tersebut sebenamnya
dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan -hukum
(illegallity) dengan tidak mengemukakan (disclose) fakta atau keadaan

yang sebenarya.
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¢. Pasal 97 ayat (3} Undang-Undang Perseroan Terbalag terkait dengan

tanggung jawab penuh setisp anpggota direksi secara pribadi, manskala
dalam melaksavakan tugas kepengurusannya terhadap persercan felah
menerbitkan kerugian perseroan, sebagal skibat dari kesalzhan aian
kelalaian direkst dalam menjalankan tugasnya terscbhut, Tangzung jawab
tersebut bernbah menjadi tanggung jawab renteng manakala keanggotan
direksi terdind atas 2 {dua) anggots atau lebih (Pasal 97 ayat (4) Undang-
Undang Perseroan Terbatas)

Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan sanksi
tanggung jawab pada Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Persercan
Terbatas fentang keterbukaan ddiscloswre} yang dikaitkan dengan
kemungkinan tefjadinya benturan kepentingan.

. Pasal 104 ayat (23 Undang-Undang Persercan Terbatas, yang berlaku
dalam hal kepailitan, baik karepa pemmohonan perseroan maupun
permohonarn pihak ketipa, terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi
dan harta pailit tidak cukup sntuk membayar selurnh kewajiban perseroan
dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi berlanggung renjeng
bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta
pailit tersebul, Menurut Pasal 104 avat (3) Undang-Undang Perseroan
Terbatas tanggung fawab fersebut berlaku juga bagl anggota direksi yang
salahh atau lalai yang pernah menjabat sebagai angpota direksi dalam
jangka waktu 5 (lima) ftahun sebelum pufusan pernyatasn pailit
divcaplan. Periu diingat dan diperhatikas babwa dalam hal kepailitan |
Sfiduciory duty direksi adalah terhadap kreditor, tidak lagi semats-mata
untuk perseroan atau pemegang saham perseroan.

. Penjelasan Pasal 117 ayat {2) Undang-Undang Persercan Terbatas yang
terkait dengan diabatkannya kewsjiban uatuk meminta persctujuan atau
bantuan kepada dewan komisaris sebelum direksi melakukan perbuatan
hukum terterdu. Meskipun Undang-Undang Perseroan  Terbatas
menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum tetap mengikata perseroan
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sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik,
Hal tersebut tetap dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota
direksi, manakala terjadi kerugian pada perseroan. Kelalaian berat atan
kesalahan pada sisi direksi tidak memberikan perlindungan business
Judgment rule terhadapaya.

i. Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Perscroan Terbatas vyang
berhubungan denga disbatkannya kewajiban untuk meminta persetajuan
atau bantuan kepada RUPS. Dengan penafSiran analogi dengna ketentuan
vang diberikan delem penjelasan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang
Perseroan Terbatas, jelas bahwa meskipun Undang-Undasg Perseroan
Terbatas menyatakan bahwa perbuatan hnkum tetap mengikat perseroan
sepaniang pihak labmiva dalam perbuatan hukom tersebut beritikad baik,
kelalsian berat afau kesalahan pada sisi direksi ddak memberikan
kepadanya perlindungan business judgment ride. Dalam hal vang
demikian terhadup direksi tersebut dapat dikenakan tapggung jawab
pribadi, reanakala terjadi kerugian pada persercan.

Selain dan pertanggung jawaban yang diatur dalam Undang-Undang
Perseroan Terbatas sccars umum direksi juga dapat dituntut berdasarkan
ketentean wum yang diater dalam kitab uadang-undang hukum perdata, terkait

dengan masalah:*®

& Tuniutan pengembalian harfa kekayaan perseroan yang diambil secara fidak
sah oleh direksi;

b. Tuntuian pengembalian keuntungan yang seyogyanya distkmati oleh

perseroan;

¢. Pembatalan kontrak yang dilakukan secra langsung melalui gugatan di
pengadilan negerl, atau actio paullana oleh kreditor perseroan, baik dalam
rangka kepailitan atau tidak.

* Widjuja Gunawan, Op. Cit,, hal. 36
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Terhadap Pertanggungiawaban renteng sesama anggota dircksi, ketentuan:®

a. Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa
anggota direksi dan dewan komisaris dibebaskan dari tanggung jawab
sebagai akibat laporan keuangzn yang disedigkan fernyata tidak benar
dan/atau menyesatkan apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena
kesalahannva ‘

b. Pasal 97 ayat () Undang-Undang Persercan Terbatas menyatakan bahwa
dapat dipertanggungiawabkan atas kerugian Persercan Terbatas apabila dapat
menimbulkan:

1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

2} Telah melakukan pengurusen denpan itikad batk dan kehati-hatian
untuk kepentingan dan sesual dengan maksud dan tujuan perseroan;

3) Tidak mempunyai benturen kepentingan baik langsueg maupun tidak
fangsung atas findakan pengurusan yvang mengakibatkan kerugian ;
dan

4) Telah mengambil tindakan wntuk mencegah tirnbul atau berlanjutnya

kerugian tersebut,

¢. Pasal 104 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas anggota direksi tidak
bertangpung jawab alas Kepailitan perscroan apabila dapat membukiikan:)

17 Kepailitan tersebut terjadi bukan kareny kesalahan atae kelalzianoya;

723 Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hstian , dan
penuh dengan tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan

sesvai dengan maksud dan tujuan perseroan;

3 Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupusn tidak
tangsung atas tindakan pengurssan yang dilskakan; dan

% Thid, hal. 86-87
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4} Telah mengambil tindakan untuk mencegah teriadinya kepailitan,

Hal-hal yang dikemukakan dalam Pasal-Pasal tersebut menuniukan bahwa,
sebagaimana juga telah dijelaskan sebelumnya, setiap anggota direksi dapat
keluar dari pertanggungjawaban pribadi vang kolegial, dalam bentuk tanggung
renteng, manskala veng bersangkutan dapat membuktikan bahwa dalam
melakokan pengurusan ferhadap perseroan yang bersangkutan tidak telah
merailiki itikad tidak baik, dengan penuh kehati-hatian, tidak telah lalai, tidsk
telah salah, atau berbuat curang atau melakukan perbuatan melawan hukum atau
telah mengambil tindakan pencegahan atau felah memberikan nasehat ateu
masukan dalam hal alan terhadap hal-hal yang dapat menerbitkan kerugian bagi

persercan.

A.2.3. Tanggung Jawab Dewan Komisaris Menurut Undang-Undang Perseroan
Terbatas.

Dewan Komisaris adalah organ perseroan vang bertugas melakukan
pengawasan secara umum dany/ ateu khasus sesual dengan angparan dasar serta
memben nasibat kepada direksl. Demikianlah Undang-Undang No. 40 Tabun
2007 Pasal 1 ayat 6 Mendefinisikan mengenai Rapat Umum Pemegang Saham
atau RUPS

Lebik laniul mengenal dewan komisaris Pasal 108 {Undang-Undang Tenlang
Perscroan Terbatas meayebutkan vaitn:®

a. Dewan Komisaris melakukan pengawssan atas kebijakan pengurusan,
jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun
usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Dircksi.

b. Penpawasan dan pemberian nasthat sebagaimana dimaksad pada ayat (13
dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesual dengan maksud dan
tyjuan Perseroan.

Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih.

d. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota

merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat

* {JUPT Pasal. 108
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bertindak  sendiri-sendin, melainken berdasarkan keputusan Dewan
Komisaris.

e, Perseroann vang kegiafan usahanys berkaitan dengan menghimpun
dan/atan mengelola dana masyarakst, Perseroan yang menerbitkan surat
pengakuan utang kepada roasyarakat atau Perseroan Terbuka wajib
mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.

Adapun vang meniadi tanggung jawab dari dewsn komisaris menurut
Undang-undang No. 40 tabun 2007 teniang Perseroan Terbatas, vaitu ;

2. Undang-Undang Persercan Terbatas jika dilihat dengan scksama maka
terdapat lima Pasal yang mengatur mengenai tanggung jawab pribadi
masing-masing anggota direkst maupun tanggung jawab renteng semua
angoota dewan komisaris perseroan. Kelima Pasal tersebut, secara
berurutan, adalzh:

b, Pasal 6Y avat (3} Undang-Undang Persercan Terbatag, yang tegjadi dalam
hal laporan keuangan yang disediakan termyata tidak benar danfatau
menyesatkan, {anggota direksi dan) angota dewan komisaris secara

tanggunp renfeng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

¢, Pasal 72 ayat 6 Updang-Undang Persercan Terbatas, vang berhubungan
dengan pembagian dividen interita vasg dilakukan (direksi} dengan
persetujuan dewan komisaris scbelum tahun buku perseroan beraichir,
narnun temyata setelah akhir tahun buku diketahut dan perseroan terbukti
menderita  kerugian, sedangkan pemegang sabam tidak dapat
mengembalikan dividen interim yang telah dibagikan tersebut kepada
perseroan. Jadi dalam bhal imi unsur kehati-hatian guoa menghindari
kesalahen sangatiah ditekankan.

d. Pasal 112 ayat (4} Undang-Undang Perseroan Terbatags dalam hal
terjadinya pembatalan pengangkatan anggota dewan komisaris karena
tidak memenuhi persyaratan pengangkatannya , maka meskipun
perboatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama dewan
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komisaris sebelum pengangkatannya batal, tatap mengikat dan menjadi
tanggung jawab perseroan, namun demikian anggota dewan komisaris
yang bersangkuitan tetap bertanggung jawab terhadap kerugian perseroan,
Dalam bal ini sangat nyata bahwa yang bersangkutan sama sekali tidak
memiliki tikad baik, bahkan schelum pengangkatannya sebagai anggota
dowan komisaris tersebut.

. Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dalara hal

terjadinya kepailitan karena kesaslahan atau kelalatan dewan komisaris
dalam melakukan penpawasan terhadap pengurusan vang dilaksanakan
oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar selaruh
kewajtban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap angpota dewan
komisaris secra tanggung remteng ikut bertamggung jawab (dengen
anggota direksi) atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab
tersebut berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak
menjsbal 5 (Jlima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
{Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Persercan Terbatas).

Tanggung Jawab Direkst Bank Sebagai Pengurus Perseroan

Bank sehagal agens of developpent dan agent of trust merupakan suaty
lembaga dengan pengaturan yang sangat padat akan peraturan baik dalam bidang
hukum maupun yang berkaitan dengan ekonomi dan kegistan ckonomi yang
dilakukan olehnya. Bank yang berbentuk persercan wajib tunduk dan mengikuti
aturan perseroan ferbatas yang berlaku vaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas dimana dalam undang-undang ini diatur
tentang tanggung jawab direksi yang diatur dalam Pasal:
. Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas yaitu: Direksi secara tanggung renteng bertanggung
jawab atas kerugian yang didenta pemegang saham yang beritikad baik,
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yang timbul akibat pembelian kembali yang batal karena hukum
sebagaimana dimaksed pada ayat (2).5

2. Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang MNomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas yaltu: Dalam hal laporan keuangan vang disediakan
ternyata Hdak benar dan/atzu menyesatkan, anggota Direksi dan anggota
Dewasn Komisarls secara tanggung renteng berlanggung jawab terhadap
pihak vang dirogikan.

3 Pasal 72 ayat (8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas yaitu: Dircksi dan Dewan Komisaris bertanggung
jawab secara fanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal
pemegang  sabam tidak dapat mengembalikan dividen interim

schagatmana dimaksud pada ayat (5).

4. Pasal 95 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas yaitu: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
fidak mengurangi tanggung jawab anggota Direksi yang bersanghkutan
terhadap kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan
Pasal 104.%

5. Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Persercan Terbatags yaifu: Seliap anggota Direksi bertanggung jawab
penuh secara pribadi atas kerugian Persercan apabila yang bersangkutan
bersalah atau lalal menjalankan fupasnya sesual dengan kelenfuan
sehagaimana dimaksud pada ayat (2}

6. Pasal 97 ayat {4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas yaitu: Dalam hal Direksi terdiri atas 2 {dua) anggota
Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimizksud pada svat (3)
berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.*

U PT Pasal 37 ayat (3) +
S U PT Pasal 72 ayat (6)
¥ UUPT Pasal 97 ayat (3) dan (4)
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7. Pasal 101 ayat (1) Updang-Undang Nomor 40 Tabun 2607 Tentang
Perseroan Terbatas vaite: Anggota Direksi wajib melaporkan kepada
Perseroan mengenai sabam  vang dimiliki anggota Direksi vang
bersangkutan danvataw keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan lain
untuk selanjuinya dicatat dalam daftar kbusus.

8. Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Persercan Terbatas yaitw: Anpgota Direksi yang tidak melsksanakan
kewsjtban schbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan
kerugian bagi Perseroan, bertangpung jawab secara pribadi atas kerugian
Perseroan tersebut

9. Pasal 104 ayat {2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perscroan Terbatas yaitu: (2) Dalam haf kepailitan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terjadi karena kesalahan stsu kelalaian Direlksi dau haris
pailit tidak cukup untuk membayar selurub kewajiban Perseroan dalam
kepailitan terscbut, setiop anggota Direksi secara fanggung renfeng
bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta
pailit tersebut.

10. Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas yaitu: Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayal (2) berlaku juga bagi anggota Direksi vang salah atau lalai vang
pernuh menjabat sebagal anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun sebeium putusan pemyataan pailit divcapkan,®

11. Penjelasan Pasal 117 ayst (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas yaitu: Yang dimaksud demgan “perbuatan
hukum teltap mengikat Perseroan” adalah perbustan hukum  yang
dilakukan tenpa persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan
anggaran dasar telap mengikat Perseroan, kecuali dapat dibukiikan pihak
lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

& UUIPT Pasal 101 ayat {1} dan (2)
% UUPT Pasal 104 ayat (2} dan (3)

Universitas Indonesia
Tanggung Jawab..., Jason Fredrick Siregar, FH Ul, 2009



57

int dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota Direksi sesual
dengan ketentuan Undang-Undang ini.?’

12. Pasal 102 ayat {4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perserpan Terbatas yaitu: Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tanpa persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang
pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik *®

Selain ity bank sebagai lembage yang menghimpun dans dari masyarakat
juga memiliki tanpgung jawab publik, oleh karepanya Undang-ondang
Perbankan termasuk dalam bagian hukwm publik, Tanggung jawab direksi dalam
Undang-undang No. 10 tahua 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No.
7 tahun 1992 tentang Perbarkan merupakan tanggung jawab pidana, Tanggung
jawab direksi tersebot diatur dalam Pasal 49 ayat {2} Undang-undang No. 10
tzhun 1998 yang mengatur sehagsi berikut :©

* Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaia:

4. Meminta atau menerima, mengizinkan afav menyetujui untuk menerims
suatu imbalan, komisi, uang tambeahan, pelayanap, uang aten barang
berharga, vntuk keumtungan pribadinya atan untuk keuntungan keluarganya,
dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lfain
dalam mempereleh vang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank,
atau dalam rangka pembelian atau pendiskontean oleh hank atas surat-surat
wesel, surat prames, cek, dan kertay dagang atau bukti kewsjiban lainnya,
ataupun dalam rangka memberikan persetufuan bagi orang lain untuk
melaksanakan penarikan dana yang melebihi batag kreditnya pada bank;

b. Tidak melaksanakan langkah-langkab vang diperlukan ustuk roemastikan
ketaatan bank terhadap ketenfuan dalam undang-undang ind dan ketentvan
peratran perundang-uadangan Jainnya yaug berlaku bagi bank, diancam
dengan pidana penjara sekurang-kurangnys 3 {tiga) tahun dan paling lama 8§
{delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnva Rp. 5.000.000.600,00
{lima milyar rupiah} dan paling banyak Rp. 100.000.600.000,006 {(seratus
milyar rupiah}.”

Di dalam perbankan setidaknya ada dua tugas dan tenggung jawab yang
harus dipikul oleh direksi bank:

STURIPT Penjetasan Pasal 117 ayat { 2)
% GUPT Pasal 102 ayar (4)
“ U Perbankan Pasal 49 avat {2)
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1. Pertama Bank harus menjaga kepentingan pemegang sabam,
Kepentingan pemegang saham umumnya menyangkut ekspektasi
keuntungan yang dapat dinikmati oleh pemegang sasham, baik yang
diperoich dalam beniuk deviden maupun dalam bentuk capital gain.
Dengan demikian Bank berkewajiban menjapa selurih asset investasi
dengan membuat kebijakan yang menjaga kelangsungan pertumbuban
dan stabilitas. ,

2. Kedua, Direksi bank bertanggung jawab menjaga kepentingan para
deposannya. Artinya Direksi diharapkan dapat memberikan kepastian
akan smannya dana para deposannya Para depositor harus merasa
yakin bahwa di samping bank memiliki kebijakan dan presedur yang
dapat memberikan resa aman, juga para deposan percaya bahwa
dananya dikelola oleh personel yang memilki infegritas yang baik.

. Mekanisme Pemberian Kredit

Pads nmuomnya dalam sefiap bank terdapat Divisi Kredit vang akan menerima
permohonan serta menganalisa permohonan kredit yang diajukan olch calon debitur,
Drvisi Kredit fersebuf eken melakukan analisa permohonan kredit yang berdasar
pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang benar. Divisi Kredit dipimpin
oleh seorang Direktur Divisi Kredit, Sebelun hasil analisa kredit diberikan kepada
Direktur Divisi Kredit, permochonan krdit tersebut akan diperiksa kemball serta
diberikan pertimbangan mengenai risiko kedit oleh Divisi Risike Kredit, Setelah
Divisi Risiko memberikan petimbangan risiko kredit atas permohonan kredit
tersebut, maka hasil analisa kredit diserahkan kepada Direktur Divisi Kredit untuk
diperiksa kembali,

Direktur Bivisi akan kembali memeriksa permchonan serta hasil analisa
permohonan kredit yang telah dilakukan oleh Divisi Kredit. Dalam hal permohona
serta hasil analisa kredit tersebut disetujui maka permohonan kredit diserahkan
kepada Wakil Dircktur Utama untuk diperiksa kembali. Selanjutnya, jika Wakil
Direktur Utama mpenyetujui, maka permohonan kredit diserahkan kepada Direktur
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Utarng, dan dibawa ke dalam Rapat Dircksi untuk diambil keputusan akhir apakah
penmohonan kredit tersebut disetujui atau tidak.

Dalam hal permohonan kredit tersebut disetujul, maka akan dibuatkan Surat
Persetajuan Pemberian Kredit oleh Direksi. Tetapt persetujuan pemberian kredit
tersebut tidak serta meria kredit dapat dicairkan. Persetujuan Kredit tersebut harusiah
dinji dan diperiksa kembali oleh Divisi Kepatuhan yang dipimpin langsung oleh
Direktur Kepatuhan, apakah persefujuan pemberian kredit tersebut telah sesuai
dengan perafuran perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal persefujuan
pemberian kredit tersebut telah sesual dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaky, maka Dircktur Kepatahan akan memberkan legalitas atas persetujuan
pemberian kredit tersebut.
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A. 1.

BABIV

TANGGUNG JAWAR DIREKSI BANK DIHUBUNGKAN DENGAN
PENERAPAN BUSINESS JUDGMENT RULE

Hasil Pepelitian Tanggung Jawab Penyaluran Kredit di PT, Bank Negara
Indonesia (PErsero), Thk. (BNI)

Struktur Organisasi Perusahaan

Organisasi PT. Bank Negars Indonesia {Persero), Thk terdind dan kanfor
besar vang berkedudukan df Jakarta dan unit-unit dalam negeri tersebar di
selurult daerah, serta kantor-kantor cabang dan diawasi oleh dewan pengawasan
dan dibantu oleh beberapa komite permanen. Struktur organisasi perusahaan
adalah hubungan antar bagia-bagian dalam suatu  perusahaan. Struktur
crganisasi berfungsi untuk memudabkan orang-orang yang ada di dalam
perusehaan untuk melaksanakan tagas, tanggung jawab dan wewenangnya
masing-masing sesuai dengan bidangnya, selain ity sirukiur organigasi juga
merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan untuk mejalankan usabanya
agar tyjuan perusehaan dapat fercapai dengan baik.

Di dalam pelaksanaan kegiatan aktifitasnya sehari-hari, maka Bank BNI
mempunyai struktur organisasi yang mengalami penyempurnaan dari setiap
periodenya. Kepiatan Bank BNI dipimpin olch Dewan Direksi, diawasi oleh
Dlewan Pengawas dan dibantu oleh beberapa Komite Permanen. Dewan Direksi
ini terdir dan Direktur Utama dan 8§ Direktur vang langsung membawahi
beberapa Divisi saat ini adalah sebagat berikut

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), mempunyai gas sebagai
berikut:

- Mesentukan materi rapat;

&0
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5.

H

- Menyclengparakan rapat tahunan uwntuk membabas pertanggung
jawaban laporan tahunan Dewan Direkst;

- Membahas dan menyetujui investas: yang akan dilakukan perusahaan;
- Membahas mengenai perubahan struktur organisasi perusabaan;

« Mengangkst dan memberhentikan Dewan Direksi;

- Menentukan arah kebijakan umum perusahaan,

Dewan Komisaris

Dewan komisaris ditunjuk oieh Rapat Umisn Pemegang Ssham
(RUFS}Y. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisans adalah mengawast
jainnya kegiatan perusahaan.

Dewan Pengawas Syariah
Dewan pengawas syariah, bertugas sebagai berikut -

- Menciptakan, merumuskan, dan mengembangkan kegiatan syariah
perbankan pada perusahaan;

- Mengawasi pelaksanaan kegiatan syariah perisahaan.
Direktur Utama

DBirektur Utama berfungsi dan bertanggung jawab fas scgala aktifitas
bank, baik prouk dan jasa yang akan dipasarkan mavpun semua
pembiayaan yang akan diberikan.

Susunan Direlsi
Susunan Direksi terdird dari
a. Direkiur Operasi membawahi beberapa Divis, yaitu
1. Divisi Operasionsal

2. Divisi Teknologi
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3. Divisi Layanan
4. Divisi Jaringan
b. Direktur Pengendalian/ Manajemen Risiko, tugasnya yaitu :

1. Menyusun kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam rangka pengendalian
risiko yang dapat terjadi;

2. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah dlam meningkatkan
mutu pelayanan bank.

¢. Direktur Kepatuhan, tugasnya yaitu :
1. Menetapkan perencanaan strategis bank;

2. Mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan kebijaksanaan dan
prosedur hukum.

Direktur Kepatuhan membawahi Divisi Hukum, Divisi Kepatuhan, dan

Biro Direksi.
d. Direktur Sumber Daya Manusia

Direktur Sumber Daya Manusia bertugas menetapkan kebijakan dan
pengelolaan Sumber Daya Manusia Bank BNI sehingga dapat mencapai
hasil usaha yang optimal.

Direktur Sumber Daya Manusia membawahi Divisi Sumber Daya

Manusia, Divisi Umum, dan Unit Pengembalian Perusahaan Anak.
e. Direktur Konsumer membawahi beberapa Divisi, yaitu :

1. Divisi Kredit Konsumer;

2. Divisi Dana dan Jasa Konsumen;

3. Divisi Wealth Management;

4. Divisi Bisnis Kartu;
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5. Unit Dana Pensiug:

6. Unit Bancasurance;

7. Divisi Usgha Svariah

£ Divisi Komersial membawshi beberapa Divisi, yaitu ;

g.

1. Divisi Usaha Menenpah;

2. Divisi Usaha Kecil,

Divisi Korporasi, tugasnya yaitu :

1.

Menetapkan dan menjalankan sistem otomatis yang akan digunakan
oleh unit bank;

Bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan atas kasus-kasus
atan pentyimpangan yang terjadi;

Mengawasi pelakssnaan sistem otomatis vang telah ditctapkan
Direksi dan mengawasi jalannya seluruh kegiatan organisasi sesuai
dengan prosedur, pergturan, dan kebijaksanaan Direksi,

Drireictur Korporast membawahi Divist Korporasi Satu, Divisi Korporast
Dua dan Unit Dapa Instansi dan Perusahaan.

Divisi Korporasi Satu dan Divisi Korporasi Dua membawahi Kelompok

Manager. Selanjutnya Kelompok Manager membawah Relationship
Manager dan Credit Officer.

h. Direktur Tresuri dan Internasionsl

Direkiur Tresor bertugas, yaitu:
1. Mengawasi pengelolaan dana baik rupiah maupun valas;

2. Mengawasi posisi harta dan hutang, serfa menyusun langkah-
langkah pengawasannya;
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3. Mengawasi debitur-debitur korporasi bermasalah, kemudian
memperbaiki permasalahan yang dihadapi tersebut.

b. Dirextur Internasional berfugas, yairu:

1. Membina hubungan baik dengan bank koresponden yvang berada

diluar negeri;
2. Mengawasi debitur-debitur bermasalah;

3. Mengadakan perbaikan atas permasiahan-permasalahan yang
dihadapi.
6. Satuan Pengawasan Internzl (SPI)
Satuan Pengawas Internal mempunyai fungi, yaitu

1. Membantu Direksi dalam mengawasi jalnnva seluruh unit organisasi

dengan prosedur peratoran, dan kebijaksanaan Direksi;

2. Memberikan pertimbangan kepada Dircksi untuk pemutos kasus

kecurangan yvang ditemukan dan unit organisasi.
7. Komiic Permanen

Keomite Permanen bertugss untzk menenfukan kebijaksanaan-
kebijaksanaan dalam bidang tertentu yang bersifat strategis. Disamnping ity,
komite permanen bertugas mengkoordinasikan secara terpadu pelaksanaan
kebijaksanaan-kebijaksansan Direksi dengan unit fungsional vang ada.

Komite Permnanen ini terdiri dari ;
a. Komite Risiko dan Kapital;

b, Komite Manajemen Teknologt;
¢. Komite Sumber Dayva Manusig,
d. Komite Disiplin;

e. Komite Layanan,
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A2, Jenis-Jepis Kredit Korpoerasi yang Diberikag Oleh PT. Bank Negura
Endenesia (Persero), Thie

4.

b

o,

Kredit Korporasi di Bank BNT terbugi 3 macam, vaitu
Kredit Investasi;
Kredit Modal Kerja;

Kredit Tidak Langsung.

Pengertian mepgenai macam-macam kredit tersebut, yaitu ¢

a.

Kredit Investas:

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan
untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/ pabrik baru atau
untgok keperluasan rehabilitasi. Contohnya untuk pembangonan pabrik
atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang
refatif lebih lama dan dibutuhkan modal vang relatif lebih besar pula.

Kredit Modal Kerja

Kredit Modal Kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan
meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Comtohnya untuk membeli
bahan baku, membayar gaji pegawsl, atau blaya-higya lainnva vang

berkaitan dengan proses produksi perusahtaan.
Kredit Tidak Langsung

Kredit yang diberikan oleh bank melalui prosedur teriebih dahuly, tidak
langsung dicairkan begitu saja melainkan melalni proses vang telah

ditetapkan oleh bank. Kredit ticdak langsung ini terbagi dua macam, yaitu :

- Kredit Garansi Bank adalsh bank memberikan garansi dengan
menjamin untuk pelaksanaan suatu provek pada perusahaan yang
diberikan kredit ini.
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- Pembukaan Lefter of Credit (ILJ/C), pemberian kredit untuk
memperiancar  pembell/ penjual dalam perdsgangan ussha yang
dilakukannya. Dalam pemberian L/C ini bank BNI memberikannya
dalam satu kali permberian atau dapat pula secara bertahap.

A. 3. Prosedur Pemberian Kredit Korporasi di PT. Bank Negara Indoncsia
{Persers), Thk.

Secara garis besar pelaksanaan proses prosedur pemberian kredit haruslah
melalui beberapa tahapan kegistan. Di dalam prosedur pemberian kredit
korporasi di Bank BNI ada 7 langkah kegiatas, yaitu

1. Langkeh Pengumpulan Data, kegiatan yang dilakukan vaitu :

~ Menyusun rencana pepgumpulan data, antara lain jenis data yang
dipertukan, sumber dan cara memperolshiya, dan lein-lain;

- Melaksanakan pengumpulan data;
»  Menseleksi data yang periy/ tidak perlu.
2, Verifikasi Data, kegiatan yang dilakuian, yaitu -
- Melakukan pemeriksaan setempat (pemertksaan phistk/ on the spot);

~  Meminta informasi bank kepada B bank lain/ lembaga pembiayaan

lainnys;

- Checking kepada pembeli, pemasok, pesaing maopun pihak ketiga

lainnya,

3. Anzlisa Laporan Keuangan dan aspek-aspek perusshaan lainnya, keglatan
yang dilakukan, yaitu :

- Analisa rasio;
- Analisa pernyataan Laba/ Rugi dan Neraca;

«  Analisa rekonsiliasi modal dan harta tetap;
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- Analisa pernyataan pengadaan Kas,

- Analisa aspek-aspek perusahaan lainnya, seperti aspek umum dan
manajemen, hubungan  dengan  bank  dan  ataun lembaga
pembiayaan,teknis/ produksi, pemasaran, keuangan/ self financing, dan

lain-lain.
. Penilaian Risiko, kegiatan yang dilakokan yaitu
- Identifikasi risiko;

- Penialian ristke umum dan khusus seriz pengaruhnya terhadap kredit
vang diberikan;

-  Penilaian risiko sebagai dasar asurmsi proyeksi arus kag;
. Analisa proveksi kenangan, kegiatan yang dilakukan, yaitu :

- Proyeksi ssumsi-asumst, menyesuaikan/ mengubah ssumsi dengan

mer;xperﬁmbangkan ristko tertersy;
- Proveksi arug kas dengan skenario wajar;
- Proyeksi laba/ rugl
. Bvaluasi kebutuban kevangan, kegiatan yang dilakukan yaito

~  Analisa proyeksi arus kas tersebot untuk menentukan jumlah dan kapan
terjadinya kekurangan/ surplus kasg untuk menentukan jenis, jumlah dan
sifat fasilitas kredit, jaminan/ agunan dan syarat-syarat kredit lainnya.

. Stroktur fasilitay kredit, kegiatan yang akan dilakukan vaits
- Menetapkan jenis, jumiah dan sifat fasilitas kredit yang akan diberikan;

- Menetapkan jaminan/ agunan yang diperiukan dan kemungkinan

pengikatan serta penutupan asuransinya;

- Menetapkan syarat-syarat kredit lainnya.
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Langkah-langkah tersebut diatas dilakukan oleh Divisi Pemberi Kredit,
setelah langkah-langkah tersebut dilakukan, maka Divisi Pemberi Kredit
menyerahkan kepada Divisi Risiko untuk dimintakan pendapat mengenai

Risiko Kredit yang akan muncul dari pemberian Kredit tersebut.

Setelah Divisi Risiko memberikan pendapatnya, maka Analisa Permohonan
Kredit tersebut diberikan kepada Direktur Sektor (Divisi yang bersangkutan)
untuk dipeniksa. Selanjutnya Analisa Permohonan Kredit tersebut akan
diperiksa kembali oleh Wakil Direktur Utama, Direktur Utama, dan akhimya
akan diputuskan dalam Rapat Direksi.

Dalam hal kredit tersebut disetujui oleh Rapat Direksi, tidak serta merta
kredit tersebut disalurkan. Dalam setiap bank ada yang dinamakan Divisi
Kepatuhan, dimana Divist ini merupakan salah satu perpanjangan tangan dari
Bank Indonesia sebagai pengawas bank dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Maka itu, dalam hal pemberian kredit, hasil keputusan pemberian kredit
tersebut haruslah dilakukan uji materil terlebih dahulu, untuk mengetahui
apakah pemberian kredit tersebut, telah sesuia dengan peraturan perbankan
yang berlaku.

Setelah Divisi Kepatuhan melakukan uji materil atas putusan dari pejabat
yang berwenang atas pemberian kredit tersbut, maka Direkiur Divisi
Kepatuhan memberikan penguatan legalitas atas keputusan pejabat yang
bewenang dalam hal pemberan kredit tersebut, untuk selanjutnya dilakukan
perjanjian kredit antara Bank dengan calon debitur.

Dalam hal permohonan kredit disetujui maka akan dibuatkan Surat
Persetujuan Kredit, yang berdasar atas Surat Keputusan Direksi (SK Dir)
kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan melaksanakan perjanjian

kredit dengan debitur.
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Bagan Prosedur Pemberian Kredit Korporasi di Bank BNI
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A4, Persyaratan pemberian kredit korporasi di Bank Negara Indonesis
{Persero), Thic

Pemberian kredit korporasi di Bank BNI sebelum diajukan dan sebelum
dinyatakan diterima oleh Bank BNI, maka nassbah vang ingin mendapatkan
pemberian kredit tersebut haruslah memenuli syarat sebagai berikut

1. Lepalitas usaha yang terdiri dari :

a. Akta pendirisan berikut perubahan-perubahannya vang terbara dan
pengesahannya dari Departemen Hukum dan Ham;

b.  SIUP/ liin Induste/ jin Usahia dengan bidang usahanya;
¢. UG (Undang-undang Gangguan);

d. TDP (Tanda Daflar Perusahaan);

¢, AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan)

Bagi perusahaan nasabaly calon nasabah yang usahanysz dipeddrakan
mempunyai dampak sensitif yeng tingg: terhadap lingkungen, meka
fasilitas kredit hanya dapat diperimbangkan apabila perusshaan terscbut
mempunyai (in AMDAL darl instanst vang berwenang, Hal inl tentu saja
untuk menjaga keefekiffan proses produksi dari perusshaan tersebut,
dengan mewaspadal peoutupan perusabaan lersebut akibat perusskan
lingkungan.

2. NPWP dan Laporan Keuangan

Bagi pemohon kredit diatas Rp. 50.000.000,- {(Lima pulub juta rupiah),
wajib menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan harus
dicantumkan dalam PAK. Kewaijlban penyampaian fotocopy NPWP dan
Laporan Keuangan dalam permohonan kredit ditetapkan dalam SE BI Ne.
273fUKU tanggal 25 Fanuvari 1995 dan SK DIR BI No. 27121/KEP/DIR
tanggal 25 Januari 1995, yang intinya sebapai berikut:

a. Nomor Pokok Wajih Pajak (NPWP), yaitu :
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1. Pada setiap pengajvan kredit, bank waiib meminta fofocopy kartu
NPWP kepada debitur;

2. Dalaim hal calon debitwr berstatus istri dengan tdak pisah harta,
make NPWP dimaksud dapat menggunakan NPWP svami,

b. Laporan keuangan, valtn

1. Dalam hal bank mensyaratkan laporan kevangan dari pemchon
kredit vang (meaurut ketentuan wajib pajaknya) waiitb melampirkan
iaporan kevangan pada SPT Tahunan PPh;

2. Dalam hal bank mensyaratkan laporan kesangan bagi pemohon
kredit orang pribadi yang (menurut ketentuan pajaknya) tidak wajib
melampirkan laporan kenangan pada SPT Tahunan PPhy

3. Sehubungan dengan kewajiban diatas penyampaian laporan
keuangan diatas, ditetapkan sebagat benkut ;

- Bagi debitur/ calon debitur yang dalam pembayaran pajaknya

wajib melampirkan laporan keuangan pada SPT Tahunaa PPh;

-  Bagi debitur/ Calon debitur perorangan (orang pribadl) yang
dalam pembayaran pajaknya tidak wajib melampirkan laporan
keuanpan pada SPT Tahunan PPh, maka bank wajib meminta
fotocopy SPT Tahunan PPn yang beranda terima dad kaotor
pelayanan pajak setempat.

3. Hubungan dengan bank (Keputusan CPC No. 64 tanggs! § Apnl 1999}

Salah satu syarat ontok menjadi debitur Bholesale Marker {termasuk
BUMN) maupun Midle Market, minimal harus telah menjadi nasabah Bank
BNI atau bank lain selama 6 (enam) bulan (baik berupa nasebah dana
maupun jasa), dan kinerja usaba vang bersangkutan dari hasil verifikasi
terbukti baik,
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4. Pengalaman usaha, perusghaan sudah beroperasi minimal 3 (tiga) tahum,

dengan ketentuan sebagai berikut

a. Lamanya beroperasi perusahaan fersebut tdak dilihatdan ianggal

pendirian alau akia anggaran dasar perusahean, melainkan dilihat dan
n dalam bentuk produksi, perdualan, atau
pemberian jasa seearg rnvala {operasional);

b. Untuk anggota group yang beroperasi kurang dari 3 tabun, sedangkan
group usahanya sudah beroperasi minimal 3 tahun (tanpa memandang
apakah group usaha tersebut merupakan debitur Bank BNI atau bukan),
maka perusshasn vang merupakan anggofa group usaha tersebut tidsk
dianggap sebagai perusahman banu,

. Pergyaratan bentuk badan hukum (keputusan Direksi ¢fin. Memo PAR No.
PAR/4/0111 tangga! 31 Januari 2002)

a, Bagi debitar perorangan, dibatasi maksimum kredifnya hingga seiinggi-
tingginya sebesar Rp. 2.500.000.000,00 ;

b. Bagi debitur yang maksimuwm kreditnya, diatas Rp. 2.500.000.000,00 ,
harus merupakan badan usaha pon perorangan seperti CV, Finma, PT,
Yayasan, dan Korperasi,

. Persyaratan penempatan staf Bank BNI ateu pihak ketiga lainnva pada
perusghazn  yang memperoleh fasilitas kredit maksimum diatas Ry
100.000.000.000,00

Berdasarkan keputusan CPC No. 58 tanggal 8 Agustus 1997, ditetapkan
bahwa debitur yang memperoleh kredit dengan maksimurn diatas Rp.
100.000.060.000,00 harus menyetujui dan memberikan hek kepada Bank
BNT untuk dapat menempatkan staf dalam kepengurusan perusahaan yang
bersangkutan. Staf tersebut dapat berasal dari pegawai Bank BNI atau pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Bank BNL
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7. Fasilitas Forex line (Keputusan CPC No. 62 tanggal 5 Juni 1998)

a. Fasilitas forex line hanya dapat digunakan untuk kegiatan yang ada

Yunderiving transaction” -nya;

b. Unit yang membenkan dan berlanggung jawab atas fusilitas forex fine
kepada debitur adalah unit pemberi kredit, pelaksanaan transaksi forex
dilakukan oleh Divisi Tresuri aias permintaan nassbsh dengan
persetuiuan unit pemberi kredif

¢ Analisa pembegjan fasilitas  forex line dilakukan dengan
mempertimbangkan risiko secara keseluruhan, sehagaimana pringip-
prinsip dalam pemberian fasilitas pinjaman dengan memperhatikan
risiko yang terkandung dalam transaksi tersebut, antara lain sumber
dananya harus sesuai;

d. Ketentuan mengenal jaminan entuk transaksi forex diatur sebagal
berikut :

1. Transaksi forex yang dilakukan oleh debitur dengan BNI harus
dicover oleh jaminan yang cukup, yaitu minimal CEV controlled
15% dari nilai transaksi forex yang dilalaikan oleh debitur, jaminan
tersebut dapat bemupa Marginal Deposit, Disponsible Kredit vang

diblokir atau jaminan lainnya;

2. Apabila jaminan berupa disponsible kredit, maka disponsible kredit
tersebut harus diblokir scbelum transaksi forex dengan BNI
dilakukan;

3. Apabila jaminan yang disershkan debitur untuk fasilifas kredit dan
fasilitag transakst forex telah cukup mencover nisiko kedua fasilitas
terscbut, maka debitur tidak perlu menyerahkan jaminan berups

marginal deposit atau disponsiblenya diblokir.

e. Besarnya fasilitas forex line yanp diperhitungken dalam kaitannya
dengan kewenaogan memutus kredit dan BMPK adalah sebesar 15%
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dari plafon fasilitas forex line terscbut. Pembepan forex hine yang
jaminan/ risikonya dicover oleh marginal deposit atau disponsible
kredit yang diblokir, maka kewenangan memutusnya berada pada

pimpinan unit.

A.5. Permaszaiahan yang fimbul akibat pemberian kredit korporasi di PY,
Bank Negara Indenesia (Persers), Thk.

Permasalahan yang terjadi didalam pemberian kredit pada dasrnya dapat
disebabkan oleh faktor intem, dan faktor ekstern perbankan. Kedua fakior ini
tidak dapat dihindan karona adanya berbagai kepentingan yang saling berkaitan
sehingga mempengaruhi kegiatan bank. Faktor-faktor penyebab kredit
bermasalah ity, adalah sebagai berikut

1. Faktor intern Penyebab Kredit Bermasalah

Faktor intem penyebab kredit bermasalah di dalam pemberian kredit pada
PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, vaitu :

a. Kebijakan pemberian kredit yang terlalu ekspansif

Peningkatan penghimpunan dapa pihak ketiga vang cukuep cepat telah
meyebabkan beberapa bank melakekan kebijakan pertumbuhan kredit
yang melebihi tingkst wapar. Ha!l ini tampaknya dilakekan untuk
menghindari terjadinya penumpukan dana yang idle (menganggur)
akibat penghimpunan dana yang cukup besar, bank kurang berhati-hati
dan kurang seleklif dalam meailai peomohopan kredil. Sering tegadi
bark memberikan kelonggaran dan keringanan yang berishthan dalam
pemberian kreditnya tanpa memperhitungkan kemungkinan risiko yang
dihadapi.

b. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan

Setiap bank telah memiliki pedoman dan tata cara pemberian kredit,
mapun beberapa bank tidak mengikuti sistem yang ada atsu kurang
disiplin dalam menerapkan prosedur yang ada. Hal yang sering ferjadi
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antara [ain penilaian kredit kurang menitik beratkan pada kelayakan
usaha, termasuk tujuan penggunaan kreditnya Gdak diteliti secara
mendalam. Penyimpangan sistem dan prosedur perkreditan tersebut
bersumber dari faktor kurangnya kualitas dan kuantitas pegawal bank
yang menangani kredit serta adanya dominasi pemutusan kredit oleh
pejabat tertentu pada bank yang bersangkutan.

. Itikad tidak baik dari pemilik, pengurus, dan pegawai bank

Pemberian kredit kepada debitur fertentu yang sejak awal sebenarnya
sudah diketahui babwa kredit itu tidak boleh diberikan, tetapi veng
terjadi adalah adanya pemberian kredit kepada pemilik, pengurus aiau
kepada perusahaan sendiri hanya untuk suatu kegiatan yang kurang
jelas, kredit seolsb-olah diberikan kepada debifur tertentu {vang
sebenamya tidak ada) yang dananys digunakan oleh pemilik bank yang
bersangkutan, atau adanya kera sama antara pejabat bank dengan calon
debitur vang berilikad kurang baik.

. Lemabnya sistem adminisirasi dan pengawasan kredit, debitur dengan
hal-hal scbagai berikut -

- Dokumen perkreditan yang sehdarusnya diminta dar debitur tidak
dilakukan oleh bank;

« PBerkas perkreditan tidak lengkap dan tidak terator;
~  Pernantavan usaba dehitur fidak dilakukan secara teratur;

« Secara periodik tidak dilakukan peninjavan pada lokasi usaba
debitur.

Kelemahan pada struktur administrasi tersebut menyebabkan sistem
pernantauan kredit menjadi kurang berfungsi, kredit yang mengalami
permasalahan tidak dapat dilacak secara dini, schingga pada saat kredit
menjadi bermasalah bank sudah terlambat mengambil langkah-langkah

pencegahannya.
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¢. Lemshnys sistem administrasi kredit

Laporan bank kepada Bask Indonesia cenderung melaporkan keadaan
perkreditan yang lebih bailk dari keadaan yang sebenarnya, dengan
injuan untuk memperoleh penilaian yang baik dari Bank Indonesia.
Tidak didasari bahwa hal tersebut akan menyulitkan bank itu sendiri
karena bank tidak memiliki informasi vang akurat mengenat kredit
bermasalah yang sebenarnya, schingpa bank tidak depat mengambil
tangkah-langkah vang diperiukan unfuk mencegah kredit bermasalah,

2. Faktor ekstern penyebab kredit bermasalah

Adapun yang meniadi faktor ekstern penyebab kredit bermasalah di dalam
pemberian kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, yaitu :

1. Kegagalan usabha debitur

Kegagatan usaha debitur dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang
terdapat dalam lingkungen usahas debitur. Fakfor tersehut berupa
kepagaian produksi, distribusi, dan pemasaran. Namun bank dapat
mengantisipast dengan risiko-risiko tersebut pada saat melakukan

penilaian terhadap kelayakan usaha debitur.
2. Menurunnya kegiatan ekonomi dan fingginya suku bungan kredit

Mepuruanya kegiatan ekonomit skan menvebabkan tingginya sukn
bunga kredit yang menambah beban debitur untuk mengembangkan
usahanya. Hal fersebui merupakan salsh satu penyebab kesulitan debitur
dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

3. Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur.

Adanya persaingan aniar bank yang ketat dalam menyalurkan dana
telah dimanfaatkan oleh debitur vang mempunyal itkad kurang baik,
yaita dengan memperoleh kredt yang melebihi jumiah yang diperiukan
dan untuk uvsaha yang tidak jelas. Persaingan antar bangk lersebul juga
menyebabkan bank menjadi kurang rasional dalam menvalurkan kredit.
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Hal ini diperburuk lagi dengan mejemahnya kemampuan teknis dan
pengalaman pengelolaan perkreditannya.

4. Musibah yang terjadi pada kegiatan usaha debitur

Beberapa kredit bermasalah terjadi memang karena adanyas musibah
yang dialami oleh debitur, antara lain debitur meninggal dunia, pada
sarana usshe teradi foree majwre (cokebakaran, benjlr, gempsa
bumi 4113, adanya peperangan, sementara debitur bank tidak melakokan

pengamanan melalui penutupan asuransi,

Tanggung Jawab Direksi Bank Dihubungkan Dengan Penerapan Business
Judgmeni Rule

Peserapan Prinsip Kebafi-hatian Dalam Menyalurkan Kredit Padsa
Peraturan Perundang-undangan Perbankan Indonesia
Dalarn industri perbankan khususnya usaba penvaluran kredit, terdapat
beberapa peraturan yang sangat ketai dalam mengatur usaha penyaluran kredit
perbankan, Hal ini tentu saja dikarenakan, usasha perbankan dalam hal
penyaturan kredit terscbut, sebagian besar menggunakan dana yang dihimpun
dari nasabah bank tersebut. Selain itu juga peraturan perundangan tersebut
untuk menghindar atau memperkecil risiko bank dari kerugian akibat kredit
macet. Sebab tidak jarang kredit macet membuat kesehatan bank menurun yang
diakhiri dengan peputupan atau likuidasi bank,
Peraturan perundang-undangan perbankan yang mengatur dalam  hal
pemberian Kredit tersebut, antara lain
a. Undang-undang No. 10 tzhun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No.
7 tahun 1992 tentang Perbankan
~  Pasal ¢ huruf b
Pasal ini mengatur useha bank umum, yaitu melipuli pemberian kredit
«  Pasal 11 ayat {1} — ayat (5}
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Pasal ini mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit
yang ditctapkan olch Bank Indonesia melalui Peraturan Bank
hdonesia.

- Pasal 45 ayat (2)
Pasal ini mengatur mengenal ianggung jawab pidana bagi dewan
komisaris, direksi, 6atau pegawai bank yang dengan sengaja
memberikan  fasilitas  kredit kepada debitur untuk keuntungan
pribadinys juga.

b, PBI No. 772/2005 tentang Penilaian Kualitas Akfiva Bank Umnum

Peraturan int mengatur mengenai penilaian kualitas kredit vang diberikan

oleh bunk kepada debifur, sehingga memiliki baromeier atau alat ukur dalam

menentukan kualitas kredit yang diberikan kepada debitur, mulai deri lancar,
dalam perhatian khuses, kurang lancar, diragukan, sampai dengan macet.
¢. PBINo. 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umun:

Peraturan int mengatur mengenai hal-hal prinsip dalam wsaha penyaluran

kredit perbankan. Bank diwajlbkan menerapkan prinsip kehati-hatian dan

manzjemen rigiko dalam pemberian kyedit. Selain itu dalam pemberian kredit
bank harus menerapkan perhitungan bisnis yang tepat, dengan tidak
melampaui batas maksimum pemberian kredit.

d. PBI No. 8/14/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governace Bagi

Bank Umum

Peraturan ini mengatur tentang pedoman bagi para pengurus bank dalam

menjalankan pengurusan yang baik sesual dengan prinsip-prinsip dan

keadaan perekonomian nasionsl.

Peraturan-peraturan diatas memaksa bank untuk menerapkan good corporate
governunce <dalam menjalankan usaha penyaluran kredit, Kepuiusan bank yang
lambat dan tidak tepat dalam memberikan kredit akan menghambat bahkan dapat
menghentikan usaha bank fersebut. Selain ifu tanggung jawab batk secara pidana
agtaupun perdata jugz menunggu bagi pengurus bank yang melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan perbankan diatas.

Dalam penyshwan kredil perbankan, bank diwajibkan untuk melakukan
analisg kredit vang ketat bagi calop debitur bank. Hal ini dapat dilihat dari alur
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mekanisme kredit pada penyaluran kredit korporasi di PT. Bank Negama
Indonesia (Persero}, Tok.

Permohonan kredit yang dimasukkan oleh calon debitur kepada Divis
Korporasi dilakukan analisa sesuai dengan formula analisa kredit yang dikenal
selama ini, yaitu : The 4 P’s Credit Analysis and The 5 C's Credit Analysis.
Setelah Divis1 Korporasi melakukan analisa, maka hasil analisa akan diserahkan
kepada Divisi Risiko. Divisi Risiko bekerja sesuai dengan PBI No. 8/14/2006
perubahan atas PBI No. 8/4/2006 temtang Pelaksanaan Good Corporate
Governance Bagl Bank Umum, hasil anelise kredit dar Divisi Korporasi akan
dipertimbangkan kembali oleh Divisi Risio, dengan memasukkan pertimbangan
risiko kredif yang akan timbul jiks permohonan kredit disetujul. Setelah Divisi
Risiko memasukkan anslisa risiko kreditnya, maka hasil apalisa kredit aken
kernbali diperiksa oleh jajaran dircksi sampai dengan pemutusan pada Rapat
Diekat.

Daim hal kredit disctujui pada Rapat Direksi, tidak serta merta kredit dapat
disalurkan, sebab keputusan direksi tersebut haruslah dimintakan iepalitas kepada
Divisi Kepatuhan, Divisi Kepatuban akan memeriksa apakah keputosan direksi
atas penyaluran kredit tersebut telah seseai dengan langkah-langkah yang harus
diarbil oleh pengurus bank dalam penyaluran kredit berdasar denpan peraturan
perundang-undangan perbankan, Setelah Divisi Kepatuhan memeriksa keputusan
direksi yang menyeiujui penyaluran kredit korporasi kepada debitur, maka Divisi
Kepatuhan membenikan legalitas keputusan direksi tersebut. Setelah tabap-tahap
analisa kredit tersebut dilakukan, barulah dapat dibuatkan Surat Persetujuan
Kredit oleh Direktur Korporasi yang bersangkutan dengan berdasar kepada Surat
Keputusan Direksi yang memberikan kewenangan kepadanya uniuk menyalurkan
kredit korporasi, selanjutnya untuk membuat perjanjian kredit dengan debitur.

Tahapan analisa kredif yang sangat panjang dan ketat tersebut fentulah
mengurangt kefekiivan usaha perbankan dalam hal penvaluran kredit, karena
bank sebagal perseroan ditumtut untuk mengambil langkah yang cepat dan tepat
dalam menjalankan usshanya. Telapt peraturan-peraturan yang sangat kelat
dalam penyaluran kredit tentu saja menunfut waktu yang lama puls, serta harus
malahii pertimabengan dan analisa yang begitu kompleks. Selain ity, tanggung
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jawab pengorus bank balk sccara pidana atavpun perdata menunggu para
pengurus bank yang melakukan salsh kepengurusan pada bank.

Menjadi pertaniyaan apaksh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam
hal penyaluran kredit tersebut sebagai bentuk most regudated indusiry dalam
dunia perbankan merupakan penghambat atau pendukung bagi kemajuan bank?

Pertanyaan fersehut dapat terjawab dengan mempertimbangkan tujuan dari
analisa kredit yang wajib diterapkan dalam penyaluran kredit perbankan scita
dampak kredit macet bagi perbankan,

Tujuan vtama dari kegiatan analisa kredit adalah menilai seberapa besar
kemampan dan kesediaan calon debitur mengembalikan kredit yang mercka
pinjara dan membayar bunganya sesuat dengan isi perjanjian kredit, Berdasarkan
hasii pemialaian ind, bank dapat memperkirakan tinggi rendabnya risiko vang
akan ditaggung, bila mereka meloluskan kredit vang akan diminta, Dengan
demikian mereka dapal memutuskan epakak permintzan kredit yanpg diajukan
ditolak, diteliti Iebib lanjut, atau diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan
syarat-syarat khusus ke dalam perjenjian keedit).””

Dalam melakukan evaluasi perminiaan kredit seorang analis kredit akan
meneliti berbagai macam faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi
kemampuan dan kesediaan calon debitur memenuhi kewajiban mergka kepada
bank. Fakior-fakior pengaruh tersebut bersumber dari fuar perusahaan.’’ Pada
dasarmya tyjuan dan analisa kredit ini adalah memperkecil ristko kredit macet,
serta mewaspadai dini itkad-itikad tidak baik dar para debitur-debitur "nakal”,

Sedangkan yang menjadi dampak dari kredit macet bagi bank, yaitu Bank
vang terganggu keschatannya aken sulit melayani permintaan nasabah, sepert(
permohonan kredit, penarikan tabungan, dan deposito. Keadasn yang demikian
pula kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang. Bahkan dapat terjadi leih
dari ity, izin usaha bank dicabut pemerintah dan difikuidasi.” Selain i, pivtang
bank pada nasabah debitur dienggap sebagal aktiva/ harta bank, dimana setiap
aktiva dikenskan pajak. Oleh karena i, piutang bank pada nasabab debitur

:] Yuaus Husaln den Zolitarmain Sitompul, Op.Cf, hal. 34
Thid
7 Gatot Supramone. Op.Cl., fal. 135
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{utang pokok ditambah bunga) vang mengalami kredl macet akan selaln
dikenakan pajek pertarnbahen nilai (PPn), schingga beban bank menjadi
bertambah, sedangkan debitur telah insolven (tidak dapat mengembalikan kredit).
Hal tersebut tentu saje menimbulkan kerugian bagi bank yang sangat besar, sebab
bank harus membentuk dapa cadangan untuk menutupi erugian akibat kredit
macet tersebut.

Mencegah kredit macet harus dilakukan oleh semua bank, Bank yang
kreditnya bermasalah/ macet akan memiliki beban bank berupa biava akibat
kredit bereoasalah yang janh lebih besar dibandingkan dengan bank vang tidak
mempunyal kredit beonasalsh/ macet. Kerugian tersebut bukan hanya dalam
bentuk biava langsung (kewajiban pokok dan bunga yang idak terbayarkan oleh
debitur}, feiapi juga biaya tidak langsung, seperti biaya hukum {legal expenses),
biaya administrasi, penurunan repulssi bank, biaya pengawasan dad oforiiss
moneter, kehilangan kesempaten untuk meningkatkan pertumbuhan bank, serta
terkurasnya wakiu peiabat-peiabal bank yang scharusnya melakukan kegiatan
bisnis bank yang menungtungkan.”™

Dari pertimbangan 2 hal di atas yaitu mengenai tujuan analisa kredit serta
dampak dart kredit macet, maka dapat ditarik kesimpulan babwa peraturan
perundang-undangan yang sanpat ketat dalam mengatur usaha perbankan
kKhususnya penyaluran kredit sebagai bentuk most regulated industry, sehingga
bank dituntut untuk  selalu  menerapkan prinsip  kebati-hatian  dan
mempertimbangkan segala aspek dad penyaluran kredit yang memakan waktu
cukup lama, merupakan pendukung bagi perkembangan ussha perbankan it
sendiri.

Seperti ada peribahasa yang mengungkapkan “lebih baik mencegah daripada
mengobati”, Peribahasa tersebut berhubungan dengan pelaksanaan penyaluran
kredit perbaskan. Bank dituntut melakokan analisa kredit yang sangat ketat
walaupun memerfukan wak yang lama pula dan terkesan tidak efekiif, tetapi
fujuan dari analiza kredit tersebut sangat bermanfaat bagi bank penyalur kredit.
Scbab tujuan analisa kredit tersebut, pada dasamya entuk meaghindar aiau

™ Ade Arthesa, Op.Cit,, hal, 181182
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memperkeci] risiko bank dari kerugian akibat kredit macet. Dimana kita ketahui
dampak akibat kredit macet yang dialami oleh bank akan menimbutkan kerugian
dan cos? yang sangat besar bagi bank dalam menyelesatkan kredit macet, Bahkan
tidak jarang dampak kredit macet yang dialami oleh bank akan menurunksn
koredisi perekonoman bank yang berskhir dengan penutupan atan likuidasi.

B.2. Tanggung Jawab Dircksi Bank.

Fungsi utama perbankan adalah menjadi lembaga irdermediasi. Bank tidak
hanys mengumpnlkan dana dari masyarakat tetapl juga menyalurkan kembali
dana fersebut kepada masyarakat, Namun penyaloran dana kepada masyarakat
tersebut perlu diator lebih lanjut apar dapat dikootrol dan tidak terkonsentrasi
pada debitur tertentu (sepertt kepada perusahaan milik pemegang saham) yang
akan membahayakan kesehatan bank yeng bersangkutan seperti yang dialami
banyak bank pada krisis moncter pada tahun 1997 silam.

Konsentrasi kredit yang berlebihan memang membahayakan bank, Untuk itu
Bank Indonesia (BI} mewgjibkan bank menerapkan prinsip kebati-hatian
penvaluran kredit dan melekukan pepyebaran poriofolio penyediaan dana
terutama dengan pembatssan penyedinan dana dengan persenfase terfentu
terhadap pibak terkait mavpun pihak vang tidak terkait dengan memperhatikan
keadaan modal bank. Hal inilah yang lebih dikenal dengan Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)
Nao. H#MPBl/ 2005 yang telah diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang
Batas Umum Pemberian Kredit Bank Umum. Ketentuan ini diatur lebih lanjut
pada Surat FEdaran Bank Indonesia (SEBD No. 7/14/PBI/DPNP tertanggal 18
April 2005, Selanjutnya Peraturan Bank Indonesia No.7/2/2008 tentang Kualifas
Aktiva Bank Umum juga mengatur penilaian atas kredit yang diberikan oleh
bank kepada debitur, sehingga bank memiliki alat ukur untuk mengetahui
keadaan piutangnya yang ada pada debiturnya, serta bank dapat mengambil
langkah-langkah yang diperiukan untok mengamankan kredit yang bank berikan
kepada debitur,

Bank jopa diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen
risiko terutama manajemen risiko terhadap penyediaan dana kredit kepada pihak

Universitas Indonesia
Tanggung Jawab..., Jason Fredrick Siregar, FH Ul, 2009



83

terkait maupun terbadap peminjam yang memiliki ekspor besar. Bentuk
penyediaan dana lainnya yang dilakukan oleh bank adalah melalui surat berharga
dalam bentuk surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau
bentuk lzin yang lazim diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Jenis
penyedizan dana yang lain adalah penempatan bank pada bank lain dalam bentuk
giro, inferbank cdll money, deposito berjangks, dan serfifikat deposito. Surst
berharga yang dibeli dengan janii dijual kemball, tagihan akseptasi, derivatif
kredit, fransaksi rekening administratif dan potenfial futire credit exposure dad
suatu perjanjian vang bersifat derivaif, jika surat berharge tersebul termasuk
dalam penyertsan modal maupun dalam penyertaan modal sementara adalah
dalah satu komponen dalam penghitungan BMPK.

Penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian tersebut  diatas
berdasar pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/2006 tentang Perubabian
Peraturan Bank Indonesia No. 847200 tentang Good Corporate Governance
{GCG). Peraturan ini menunint para pengurus bank khususnya direksi sebagai
pengurus harian bank untuk selato mengrapkan prinsip GCG tersebut.

Penerapan prinsip kohati-hatian dan manajemen rmisitke vang merupakan
bagien dari GCQG dalam usahe bask menyalurkan kreditnya tentu merupakan
permasalahan yang tidak mudah untuk bank, Hal tersebut dapat kita lhat dari
masih begitu banyakayva kasus kredit macet yang teriadi. Mulai dari kasus kredit
macet Bank Niaga yang merngikan bank Rp. 100.000.000.000,00, yang
diakibatkan pelanggaran atas larangan pemberian fasilitas keedit dan cerukan
untuk menutupl kerngian-kerugian yang timbul karena transaksi derivatif {(SK.
Dir. BI No. 28/119/Kep/Dir) yang dilakukan oleh Direksi dari Bank Niaga. Pada
kasus kredit macet lainoya yaitu kredit macet Bank Mandiri yang merugikan
bank sebesar Rp. 168.000.000.000,00, akibat dari tidak diterapkannya prinsip
kehati-hatian dan adanys itikad burak serta conflic of inferst dan direksi Bank
Mandiri atas penyaluran kredil oleh Bank Mandin kepada PT. Cipta Oraba
Nusantara Selanjutnys kredit macet Bank Perkembangan Asia yang merugikan
bank Rp. 5.502.253.038,84, akibai tidak menerapkan prnsip Geod Corporate
Governance vang baik dan benar oleh direksi Bank Perkembangan Asia, dimans
direksi Bank Perkembangan Asia menggunakan Bank yang dipimpinnya uniok
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membiayai PT. Dijaya Tunggal yang dipimpinnya juga dengan suatu pemberian
kredit dari Bank Perkembangan Asia. Oleh karena itu ielah nyata dan fegas
terlihat adanya itikad buruk serta conflict of interst atas pemberian kredit Baok
Perkembangan Asia kepada PT. Djaya Tunggal.

Kasus-kasus kredit macet tesebut diatas merupakan sebabagian dari kasus-
kasus kredit macet di Indonesia, selain kasus-kasus diatas penglikuidasian bank-
bank swasta tahun 1998 yang diakibatkan bank tidak dapat mengembalikan dana
nasabah akibat penumpukan kredit macet pada bank.

Kasus-kasus tersebut diatas menyatakan bahwa penerapan GCG dalam bank
sangat sulit dilakukan, schingga sering kali bank dirugikan akibat penvaluran
kredit yang fidak benar staupun salah perhifungan. Hal ini dapat Kita lihat dan
faktor-fakior penvebab kredit macet, sebagai contoh dapat kita ihat dari faktor-
faktor penyebab kredit macet pada Bank BNL

D1 dalam Bank BNI terdepat 2 fakior yang menyebabkan bank mengalami
kerugian akibat kredit macet, yaita
1. Faktor Intera Penvebab Kredit Bermasalah

a.  Kebijakan pemberian kredit yang terlalu ekspansif
b. Penyirapangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan
¢. Itikad tidak baik daci pemilik, pengurus, dan pegawai bark
¢ Lemahnya sistom adminisizast dan pengawasan kredit
e. Lemshnya sistem administeast kredit
2. Faktor ekstern penvebab kredit bermasalah
4. Kegagalan ussha debitor
b. Menurunnya kegiatan ckonoma dan tingginya suku bungan keedit

¢. Pemanfastan iklim persaingan perbankan vang tidak schat oleh
debitur,

d. Musibah yang terjadi pada kegiatan usaha debitur
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Faktor-faktor ini pulalah yang sering kali menimbulkan risiko kredit macet pada
perbankan.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kerugian bank akibat kredit macet
tidak timbui dengan sendirinya, kecuali Force Majure. Maka dari kesimpulan
tersebut dapat dipastikan adanya tanggung jawab pengurus bank atas kerugian
bank akibat kredit yang disalurkannya kepada debitur yang dimana kemudian

hari mengalami kredit macet.

Menjadi pertanyaan siapakah yang bertanggung jawab dan bagaimana bentuk
pertanggung jawabannya atas kerugian bank akibat kredit macet? Tentunya untuk
menjawab pertanyaan ini, kita harus melihat terlebih dahulu mekanisme
penyaluran kredit, siapa sajakah yang bertanggung jawab dalam penyaluran
kredit pada bank, serta peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang
ada tentang bentuk tangpung jawab yuridis atas kerugian perseroan.

Dalam hasil penelitian penyaluran kredit korporasi Bank BNI diatas telah
dijelaskan bagaimana mekanisme atau prosedur mengenai penyaluran kredit
korporasi Bank BNI. Dimana pada dasamya keputusan persetujuan pemberian
kredit diputuskan oleh jajaran direksi, mulai dari Direktur Sektor, Wakil Direktur
Utama, Direktur Utama, sampai dengan Rapat Direksi. (Lihat bagan alur
pengambilan keputusan kredit)

Dari mekamusme penyaluran kredit di Bank BNI tersebut dapat dilihat bahwa
direksi bertanggung jawab atas penyaluran kredit yang diberikan oleh bank
kepada debitur, dimana penyaluran kredit tersebut diputuskan persetujuannya
pada jajaran direksl/ Rapat Direkst.

Membicarakan mengenai tanggung jawab dalam hukum perbankan
khususnya dalam usahanya melakukan penyaluran kredit, maka dapat kita bagi
menjadi dua bagian, yaitu tanggung jawab secara pidana serta tanggung jawab

secara perdata, yang masing-masing akan dijelaskan secara lebih terperinci.
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B.2.1. Tenggung jawab pidana

Hukum perbankan masuk dalam eancah hukum publik. Hal ind dikarenakan
dalam perbankan ada kepentingan publik yang harus dilindungl. Dimana telah
dijelaskan diatas bashwa fungst ulama perbankan adalah menjadit lembaga
infermediasi. Bank tidak hanya mengumpulkan dana dari masyarakat tetapi juga
menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat.

Tanggung jawab secara pidana telah jelas dikemukakan diatas dalam Pasal 49
ayat (2) Undang-undang Ne. 10 tabun 1998 tentang Pervbahan Undang-undang
No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa bagi para pengurus bank vang tidak
meatuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melaksanakan
langkah-langkah yang diperiukan dalam penyaluran kredit dapat dituntut secara
pidana. Pasal 49 UL Ne. 10 tahun 1998 ferschut mengatur sebagai berikut ;

“ Anggota dewan komisaris, direksi afau pegawai bank yang dengan sengaja :

a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui botuk menerima
suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, vang atau bazang
berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk  keuntungan
keluarganys, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan
bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau
fasilitas kredit dari bank, atan dalam ranpgka pembelian  aiau
pendiskontean oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan
kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, atsupun dalam rmngka
memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan
dana yang melebihi batas kreditva pada bank;

b. Tidak melaksangkan lanpkah-langkah yang diperiukan  uniuk
mermasiikan ketaatan bank terbadap ketentuan dalam undang-undang ind
dan ketentuan peraturan perandang-undangan lainnya yang berlaku bagi
bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga)
tahun dan paling lama 8 (delapan) tabun sertz denda schurzng-
kurangnya Rp. 560000000000 {(lima milyar rupiah) dan paling
banyak Rp. 100.000.000.000,00 {seratus milyar rupiah).”

Adanya unsur kesengajnan dan memperkava diri sendiri perlu menjadi
perhatian. Unsur-unsur ini berbubungan dengan kesalaban pengurus bank yang
disengaia dan melawan hukum. Olch karena itu hal ini sama dengan prinsip
dalam Urdang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang
merupakan bagian dari bukwrn privat/ perdata, bahwa dalam meminta
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perlanggung jawaban direksi afas kerupian bank haruslah adanya unsur
kesengajasn dalam melakukan kesalahan fersebut.
B.2.2, Tanggung jawab perdata

Selanjutnya dalam pembahasan kali ini akan membahas mengenai tanggung
jawab sccara perdata direksi bank dengan berdasar pada Undang-undang No. 40
tahun 2007 teniang Perseroan Terbatas yang dapat dikenakan bagi pengurus bank
yang dengan sengaja melakukan kesalahan dalam pepgurusan persercan. Perfu
diingat bahwa bentuk hukam dari bank adalah perseroan, sesuai dengan Pasal 21
ayat (1} Undang-undang No. 10 tahun 1998,

Dalam melakokan kepengurusan direksi harus dapat mengambil keputusan
dalam wakty yang cepat dan dengan tepat, mengingat bahwa suasana dan kondisi
bisnis cenderung dapat berubah dengan cepat, schingga direksi harus dapat
mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan pertimbangan cermnat pula.

Akan tetapi dalam menjalenkan tugasnya ini direkst selalu dibayang
ketakutan akan dituntut secara privadi seandainya perseroan vang dipimpinnya
merugi akibat kepotusan vang salab, ataupun hanus meminta persefmjuan rapat
wmum  pemegang saham  teriebih dabulu. maka dapat dipastikan akan
menimbulkan kerugian bagl perseroan.

Apabila direksi pada saat mengambi! keputusan telah melakukannya dengan
nertimbangan vang matang dan penuh tanggung jawab, maka mengingat suasana
hisnis yang penuh ketidakpastian |, seandainya ternyate keputusan tersebut salah,
seharusnya direksi tidak dituniut secara pribadi, karepa perseroan juga harus ikut
menanggung kerogian tersebut, ini adalah konsep dasar business judgment ride.

Buginess judgment rule schenamya rengenai pembagian tanggung jawab di
antara perseroan dan organ yang mengurusnya, terutama direksi, dan pemegang
seham manakala tegadi kerugian yang menimpa perseroan yang disebabkan oleh
human arror,

Business judgment rufe timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya fiduciary
dufy oleh seorang direksi, yaitu prinsip duty of sidll and care, maka semua
kesalahan yang timbul setelah dijalankannya prinsip duty of skill and care ini,
memperoleh konsekuensi permbebasan tanggung jawab secara pribadi bila terjadi
kesalahan dalam keputusannya tersebut.
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Black’s law dictionary memberi definisi business judgmernt rule scbagai
berikut ™

“The presumpiion thal in making business decesions not involving
direct self interest or self dealing, corporate directors act on an
informed babsis, in good faith, and in the honest belief that theri
actios are in the corporations best interest. The rufe shields directors
and officers from Hability for unprofitable or hurmful corporate
fransactions f the transactions were mare in good faith, with due
care, and within the directors or officers authorithy.”

Tidak dapat dipungkiri bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas menganut
business judgment rule (lihat Pasal 97 ayat 5)", mengingat aturan ini adalah
aturan baru dalam hekum perseroan di indonesia, patut disimak pengaturan
business judgment rule dalam Undang-Undang Perserosa Terbatas lama untuk
melihat apakah business judgment rule mumi hokum barn, ataukah sebenarmya
sudah dikenal sejak duhw

Dalam Undang-Undang Persercan Terbatas lama kcberadaan doktrin int
memang tidak dapat diindikasikan dalam Undang-Undang a guo, namun felah
dijelaskan bahwa doktrin business fudement rule lahir sebagai akibat munculnya
doktan fiduciary duiy, dengan kata lain fiduciary duty adalah pobon dari buah
yang bemama business judgment rule, apabila Undang-Undang Perseroan
Terbatas lama menganul fiduciary duty , maka keberadaan fainess fudpment
rule pasti berada tidak jauh dari pohonnya.

Oleh sebab itu apabila Undang-Undang Perseroan terbatas Jama mengakui
prinsip Fiducigry duly, meka kemungkinan besar Undang-Undang Perseroan
terbatas lama juga secara unplisit mengakal business fudgment rule, walaupun
tidak ada Pasal yang dengan jelas dan ferpeinei mengatur, apalagi mengingat
bunyi Pasal 4 undang-undang perseroan terbatas lama yang mengatakan bahwa

™ Hendra Seriawan Boen. Op. Cir., bal. 100,

" Pasal 97 ayat (5) UU PT:
Anggota direksi tidak dapat dipettanggung jawebken stas kerugian sebagaimans dimaksud pads
zyz: {33 apabila dapat membaktikan

%z

<.

d.

Keragien tersebut bukan karena kosalshan atan kelalaiannyn;

Felah melekukan kepenpurusan dengan iikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan
spsuai dengan maksud dan fujvan persoroan;

Tidak mempunyai benturan kepentingan baik Jangsung mauvpen fidak fangsung stes tindakan
pengurisan yeng mengakibatian korugian; dan

‘Teleh mengambil tindakan ontuk mencegak timbul atza berlanjut kegiatan tersebut.
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selain undang-undang perscroan terbatas lama, perseroan juga tunduk kepada

anggaran dasar dan perundang-undangann lain, yang mana pada penjelasannya

Pasal 4 a quo dikatakan yang dimaksud undang-undang lain adalah KUHPerdata,

sehingpa andaikan KUHPerdata mengakut fiduciary duty, maka pastilah Undang-

Undang Persercan Terbatas lama juga menganut Business judgment rule.
Pembahasan mengenal dusiness fudgment rule berikut akan memfokuskan

kepada apa yang dimeksud dengan busimess judgment rule menurnst versi

comnon law.

Pohon business judgment rule adalah fiduciary duty, dan tangpung jawab
dirgksi tidak hanya terbatas pada ketidakjujuran atau kesalaban manajemen
semata, tetapi juga termasuk kelalalian, meskipun itu hanya berupa kesalahan
vang kecil, Standar dari pelaksanaan duwy of s&l and core adalah bahwa direksi
harus melaksgnakan tugasnys untuk mengelola perseroan dengan itikad baik dan
hati-hati sebagaimana orang biasanya {prudent man) melaksansgkan pengelolaan
terhadap kekayaannya,”

Untuk menpuji apakah scorang direksi telah menjalankan tuges fiduciory
dutynya , maka acuan yang digunakan adalah standar of care atau standar kehati-
hatian. Apabila direksi telah bersikap dan bertindang melanggar standar of care,
maka direksi tersebut diangpap melangpar dugy of care,

Contoh dari standar kehati-hatian adalah sebagai berikut’:

a. Anggota Direksi tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan alas beban biaya
perseroan apabila tidek memberikan sama sekali atsu memberikan sangat
kecil manfaat kepada perseroan bila dibandingkan dengan manfast pribadi
yang diperoleb anggola direksi yang bersangkutan. Namon demikian, hal ini
dapat dikecualikan apabila dilakukan atas biaya representasi jabatan dari
anggota direksi yang bersangkutan berdasarkan keputusan RUPS.

b, Anggota direksi tidak boleh menjadi pesaing bagi perseroan yang
dipimpinaya, mmisalkan mengambil sendiri  kesempatan bisnis  yang

seyogyanya disalurkan kepada dan dilakukan oleh perseroan yang dipimpinya

* Hendra Setiawan Boen. Op.Cit, hal. 106
7! Sutan Remi Siahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Faillisement verordening Juncto Undang-
Uindang No. 4 Tahun 1998, Jakarta: Pustaks Ubarma Grafitl. bal, 446

iUniversitas Indonesia
Tanggung Jawab..., Jason Fredrick Siregar, FH Ul, 2009



92

tetapi kesempatan bisnis itu disalurkan kepada perseroan lain yang
didalamnya terdapat kepentingan pribadi anggota direksi tersebut.

¢. Angpota Direksi harus menolak untuk mengambil kepuiusan mengenai
sesuatn hal yang diketahuinva atau sepatutnya diketabui akan dapat
mengakibatkan perseroan melangpar ketentuan perundang-undangan yang
berlaku scbagai perseroan terancam sanksi oleh otoritas yang berwenang,
miszalnya dicabut 1zin usahannya, atau digugat oleh pihak lain.

d. Anpgota direksi yang sengaja atau kelalaiannva telah melakukan atau telah
tidak cukup melakuksn upaya atau tindakan vang perlu diambil untuk
mencegah imbulnya kerugian perseroan tersebut

e. Anggotia direksi dengan sengaja afau kelalaiannya telsh melakukan stau telsh
tidak cukop melakukan upaya atau tindakan vang perlu diambil wntok
meningkatkan keuntungan perseroan.

Dalam membahas business judgment rule, Siephen M Bainbridge
mengemukakan teori, vang dissbutnya The Directer Primacy Model, teori
terschut berbunyi

"The direcior primacy model ihus stunds as and alternative to ihe
prevailing shareholder primacy view. The direcior primacy model
describes the corporation as a vehicle by which the board of directors
hires variows factors of production. The board of directors hires is not
an agent of the shareholders; rather, the board is the embodiment of
the corporate principal, serving as the nexus of the various confracts
making up the corporation. From the deseriptive perspective, director
primucy claims that flat-ceniralized decision making is the essential
attribute of the effecient corporate governance. In turn, it claims that
authorithy-i.e., the power and the right to exercise decision making fiat
is vested neither in the shareholders nor the managers, buf in the
baard af directors. From the normative perspective, dirgeior primacy
acknowledges thal vesiing the power of fial in the board aof directors
raises legitimate aceowntability concerns. In turn, director primacy
thus identifies the tension between authorithy and accourability as the
ceniral problem of the coporaie law. The business judgment rule is the
principal mechawism by which corporaie Imv resolves that tension.”

The director primacy model merupakan paham kebalikan dari teori yang
sclama ini dikenal, yaitu the shareholder primacy model, paham ini mengatakan

* Hendra Setiawan Boen. Op. Cif, hal 108
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fungsi pengambil keputusan dalam scbuah perseroan adalah untuk
memaksimalkan kekayaan pemegang saham, dan walaupun terdapat pemisaham
kepemilikan dalam sebuah perseroan, pemegang saham memiliki kewenangan
penuh dalam mengambil keputusan di perseroan.

Siapa yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan adalah
kunci memahami business judgment rule, organ mana yang memiliki
kewenangan mutlak dalam menentukan jalannya perseroan, rapat umum
pemegang saham ataukah direksi.

Apabila direksi memiliki diskresi dan kewenangan pernuh dalam menentukan
kebijakan menjalankan roda perseroan, maka business judgment rule masih
relevan untuk dibicarakan pada saat meminta pertanggung jawaban direksi,
sebaliknya andaikan keputusan pemegang saham berpengaruh besar dalam
perseroan, dan direksi hanyalah pelaksana di lapangan, dalam hal ini busiress
Judzment rule tidak berarti apa-apa.

Karena fiducary duty hanya dimiliki oleh direksi yang memegang kebebasan
cukup besar untuk menentukan jalannya perseroan, schingga direksi yang
bersangkutan harus diberi garis acuan agar tidak mengambil keputusan terlalu
melenceng dari wewenangnya sebagaimana ditetapkan anggaran dasar, sedang
business judgment rule adalah wujud pembelaan dar direksi apabila dia ditudun
telah mengambil keputusan bertentangan dengan fiduciary dutynya.

Dalam perseroan yang direksinya hanya berfungsi sebagai kaki tangan
pemegang saham, logis bila disimpulkan tidak ada fiduciary duty, maka business
Jjudgment rule juga tidak mungkin ada, mengingat keduanya merupakan seperti
dua gambar pada sekeping koin mata uang, sebuah satu kesatuan yang utuh.
Karena itu patut juga dipertanyakan dalam perseroan tertutup, yang dapat
dipastikan pemegang saham merupakan pengambil keputusan paling
menentukan.

Paham tradisional business judgment rule biasanya berangkat dari pemikiran
bahwa hakim tidak memiliki cukup keahlian di bidang bisnis, pengambilan
resiko harus dibenikan dukungan, bahwa keberadaan fiduciary duty adalah alat
yang cukup untuk menjamin kemampuan seorang direksi, kemudian efisiensi dari

menjalankan sebuah perseroan.
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Karena pabam  tradisioanal inilah, maka hakim tidsk memeriksa putusan
direksi selama memenuhi krictria business judgment rule yang btaik dan benar.
Akan tetapi bukan berarti direksi tidak dapat dituntut perfanggongiawabannya,
tangpung jawab direksi berdasarkan hukum perusshean Amerika adalah sebagal
berikut:”

1. harus ada kerugian, baik terhadap korporasi ataupun terhadap pemegang
saham, kerugian juga dapat disebabkan hilangnya keuntungan,

2. direksi harus melanggar fiduciaries duty-nya.

3. ada hubungan kausal antara kerugian yang terjadi dan perbuatan direksi.

4. ada tidaknya kelalaian dari pihak direksi.

7 Hendra Setiawan Boen, Op. Cit, hal. 116
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BABY

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Sebagaimana  diketahwi  dalam industri perbankan khususnya usaha
penyaluran kredit, terdapat beberapa peraturan yang sangat ketat dalam mengatur
usaha penyaluran kredit perbankan. Hal ini fentu saja dikarenakan, uvsaba
perbankan dalam bal penyaluran kredit tersebut, sebagian besar menggunakan
dana yvang dihimpun dari nasabab bank tersebut. Selain #u jugs peraturan
perundangan tersebut untuk menghindari atau memperkecil risiko bank dari
kerugien akibat kredit macet. Sebab tidak jarang kredit macet membuat keschatan
bank menuran vang diakhiri dengan penutupan atau likuidasi bank.

Bank ditunfut melakukan analisa kredit yang sangat ketat walaupun
memeriukan wakiu yang lama pula dan terkesan fidak efektif, tetapi tujvan dard
analisa kredit tersebut sangat bermanfaat bagi bank penyalur kredit, Sebab fujuan
analisa kredit tersebut, pada dasamya untuk menghindari atau memperkect! tisiko
bank dari kerugian akibat kredit mmacet, Dimana kita ketahui dampak akibat kredit
macet yaag dialami oleh bank akan menimbulkan kerugian dan cost yang sangat
besar bagi bank dslam menyvelesaikan kredit macet. Bahkan tidak jarang dampak;
kredit macet yang dialami oleh bank akan menurnmkan kondisi perekonoman
bank yang berakhir dengan penutupan atau likuidasi.

Oleh karena ita dapat diambil kesimpulan bahwa peraturan perundang-
undangan yang sangat ketat dalam mengatur wsaha perbankan khususnya
penyaluran kredit sebagai bentuk mast regulated industry, sehingga bank dituntut
untok selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan segala
aspek dari penyaluran kredit vang memakan waktu cukup lama, merupakan
pendukung bagi perkembangan usaha perbankan itu sendiri.
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Seperti telah dijelaskan schelumpys bahwa bank diwajibken menerapkan
prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko terutama manajemen risiko terhadap
penvediaan dana kredit kepada para calon debitur. Penerapan prinsip kehati-
hatian dan manajemen risiko yang merupakan bagian dari GCG dalam usaha
bank menyslurkan kreditnya tentu merupakan permasalahan yang tidak mudah
untuk bank,

Penerapan prinsip kehati-hatien dan manajement risiko yang tidak benar oleh
bank pemberi kredit kepada calon debituimya, menjadi fakior utama timbulnya
kerugian bank akibat kredi macet.

(leh karena ttu dapat disimpulkan babhwa kerugian bank akibat kredit macet
tidak timbul dengan sendirinya, kecuali Force Majure. Maka dari kesimpulan
tersebut dapat dipastikan adanya tanggung jawab pengurus bank atas kerugian
bank akibat kredit yang disalurkannya kepada debitur yang dimana kemudian
hari mengalami keedit macet.

Membicarakan mengenal  fanggung jawab dalam  hukum  perbankan
khususnya dalam usshanya melakukan penyaluran kredil, maka dapat kita bagi
menjadi dua bagian, yaitu tangpgung jawab secara pidana serta tanggung jawab
secara. periata,

Kedua tanggung jewab ini memiltki kesamaan pada prinsipnya dalam
meminta pertanggung jawaban direks: atas kerugian bank akibat kredit macet,
yaitu terdapal unsur-unsur dalam perbuatan direksi sebagai berikut ¢

a. Adanya unsur kerugian bank;,

b, Adanya unsur pelanggaran terbadap fiducicry dutynys/ kewenangannya
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaky; dan

¢. Adanya unsur memperkaya din sendivi/ adanya conflict of interest.

Selain ketiga hal tersebut diatas dan selama direksi telah meogambil langkah-
langkah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada, direksi
tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban atas kerngian bank schagai
perseroan akibat kredit macet. Hal inl dikarenakan perhitungan bisnis yang
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dilakukan oleh direksi dipandang sebagei keputusan yang tepat pada saat
mengambil keputusan tersebut. Tetapi, jika dikemudian hari perhitungan tersebut
tidak mencapi sasaran atau tujnan, dirgkst tidak dapat dimintakan pertanggung
jawebannya, dikarenakan terdapat faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi
perhitungan bisnis tersebut ferntama dalam perhitingan penyaluran  kredit.
Prinsip ini merupakan penerapan dari business judgment rule.

Faktor-faktor lain tersebut dapat berupa keadsan perekonomian nasional yang
tdak stabil ataw menurun, yorce majure, politik perckonomian yang tidak stabil,
dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya yang bisa saja mempengaruhi
perhitongan bispds direksi dalam hal penyaluran kredit bank kepada cslon
debiturnya.

SARAN

Dalam rangka untuk mengembangkan usaha penyaluran kredit dalam dunia
perbankan, serta memajukan kondist perekonomian bank, di bawah ini terdapat
beberapa saran yang kiranys dapat memberi manfaat bagi pihak yang
bersangkutan, antarg lain ;

1. Badan-badan repulator batk dari legisiatif ataupun eksekulif yang membentuk
peraturan perundang-undangan bagl dunia perbankan khusosaya usaha
perkreditan diliarapkan untuk selalu memperketat perataran dalam penyvaluran
kredit perbankan, yang diseimbangkan dengan keadasn perekonomian
nasional yang ada, schingga bank memiliki batas-batasan dalam penyaluran
kredit, roengingat kredit vang disalurkan juga merupakan dana masyarakat ;

2. Bank diharapkan selalu menerapkan analis kredit yang benar sesuai dengan
peraturan  perundang-undangan yag berlaku, sebagar bentuk pencrapan
prinsip kehati-hatian serta manajement risiko yang baik dan benar, schingga
meminimalisir tegadinya kerugian akibat kredit macet;

3. Direkst bank sebagai penguras harian bank yang dapat dimintakan
pertanggung jawaban atas kepengurusanya pada bank, diharapkan selalu
menerapkan prinsip GCG yang baik dan benar sesusi dengan peraturan
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perundang-undangan yang berlaku, khususaya dalam hal penyaluran kredit,
sehingga direksi dapat terhindar dari tanggung jawab atas kerugian bank;

. Bank Indonesia sebagal pengawas dan repulator bagi dunmiz perbankan,
diharapkan untuk selalu mengawasi jalannya usaha-usaha bank khususnya
dalam hal penyaluran kredit, serta mengambil tindakan-tindakan yang perla
untuk menyelamatkan kredit perbankan yang disalurkan oleh bank kepada
debiturnya, sehingga meminimalisir dsiko fegjadinya kredit macet yang dapat
mempengaruhi keadaan perekonomian baik bank itu sendirni ataupun sampai
dengan perkonomian nasional.
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